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AGUS PRAKOSO. E.0003056. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA 
ISRAEL DAN LIBANON ( Studi Normatif Tentang Implementasi Konvensi 
Jenewa IV 1949 ) . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian guna penulisan hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 
implementasi dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan hukum 
terhadap anak pada saat terjadi konflik bersenjata antara Israel dan Libanon serta 
hambatan-hambatan dari pelaksanaan Konvensi Jenewa Tahun 1949. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach. Jenis data yang 
digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan melalui 
cyber media, instrumen penelitian berupa unit kategori dari dari Konvensi Jenewa IV 
tahun 1949, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik analisis 
induksi, yaitu prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan yaitu proses berawal 
dari proporsi-proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu 
kesimpulan. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara 
Israel dan Libanon menyebabkan korban anak-anak cukup besar. Konvensi Jenewa 
1949 dan Protokol Tambahannya sebagai peraturan internasional, menjadi salah satu 
aturan yang diharapkan menjadi alat pencegah terjadinya bencana kemanusiaan dalam 
konflik bersenjata. Namun, dalam kehidupan yang sebenarnya ternyata Konvensi 
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan tidak dipatuhi dan sulit untuk dapat 
diimplementasikan oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan karena 
Hukum Humaniter adalah bukan hukum operasional, sehingga tidak dimungkinkan 
untuk diterapkan dalam situasi negara yang stabilitas keamanannya sedang tidak 
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stabil. Apabila terjadi pelanggaran dalam salah satu Pasal dari Konvensi, maka yang 
mengatur adalah Hukum Nasional masing-masing negara. Namun kenyataannya, 
berbagai pasal yang secara jelas mengatur perlindungan anak masih banyak dilanggar 
(Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 38 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).Hal 
ini juga menjadi bukti bahwa banyak terjadi pelanggaran kemanusiaan. Namun pada 
kenyataannya negara Israel dan Libanon bukanlah negara yang sudah meratifikasi 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949, maka Konvensi Jenewa tidak dapat menjangkaunya 
demi tercapainya penegakan hukum. 
Prinsip pembedaan atau distinction principle yang tidak secara maksimal 
dilakukan oleh para pihak peserta yang sedang terjadi konflik. Hal ini dapat dilihat 
dengan besarnya jumlah korban penduduk sipil daripada jumlah para kombatan dari 
masing-masing pihak yang bersengketa. Prinsip pembatasan atau limitation principle 
dan prinsip keseimbangan atau proportionality principle kurang diperhatikan oleh para 
pihak. Penggunaan kekuatan militer oleh Israel secara besar-besaran mengakibatkan 
ketimpangan dalam hal kekuatan tempur dari para pihak sehingga menimbulkan 
perang yang berat sebelah dan akibatnya adalah penggunaan senjata yang berlebihan 
dan mengaikibatkan penderitaan yang tidak perlu. Asas kepentingan militer, asas 
kesatriaan dan asas kemanusiaan tidak dilaksanakan secara seimbang oleh pihak yang 
bertikai.Ketiga asas tersebut secara jelas tidak dipatuhi oleh para pihak, hal ini 
ditunjukkan dengan pelanggaran asas kepentingan militer yang dilakukan oleh pihak 
Israel dengan pengerahan seluruh pasukan tempurnya dalam membombardir kawasan 
Libanon, kemudian pelanggaran asas kesatriaan ditunjukkan oleh pihak Hizbullah 
yang menyamarkan diri dalam masyarakat sehingga korban anak-anak (civillian) tidak 
dapat dihindari, yang terakhir adalah pelanggaran asas kemanusiaan oleh pihak Israel 
yang ditunjukkan dengan penggunaan Cluster Bomb dalam melumpuhkan lawannya 











BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia telah sering kali dilakukan 
oleh berbagai pihak. Namun dari semua upaya yang telah dilakukan, perang atau 
sengketa bersenjata masih tetap saja menjadi salah satu ciri dalam kebudayaan 
dari peradaban manusia. Penggunaan senjata menjadi salah satu alternatif dalam 
menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari kehidupan 
bersosialisasi antar negara. 
Dalam sejarah peradaban manusia, perang atau sengketa bersenjata 
merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan 
peradaban kehidupan di muka bumi.Bahkan menurut Jean Jacques Rosseau, 
perang adalah adalah satu bentuk hubungan sosial (due contract social). Sedang 
menurut Quincy Wright dalam bukunya yang berjudul Study of War 
perkembangan perang adalah perang yang dilakukan oleh binatang, perang yang 
dilakukan oleh manusia primitif, perang yang dilakukan oleh manusia beradab, 
perang yang dilakukan oleh modem teknologi.(Fadillah Agus,1997:1) 
Jadi perang adalah salah satu bentuk peristiwa yang akan selalu mewarnai 
kehidupan manusia dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia dan perang 
merupakan sesuatu hal yang sulit dihindari dan dihilangkan. 
Sengketa bersenjata atau perang adalah suatu kegiatan yang mempunyai 
dampak yang sangat luas. Karena tidak hanya berdampak pada bagi negara yang 
melakukannya tapi juga negara lain yang juga mempunyai perhatian khusus 
terhadap dampak yang ditimbulkan oleh peperangan. Tidak ada hal positif atau 
keuntungan yang didapatkan dari peperangan melainkan hanya kerugian besar dan 
penderitaan yang sangat besar bagi umat manusia seperti pembunuhan yang 
membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, 
perampasan harta benda dan sebagainya. 
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 Hal yang paling penting dari semua itu adalah kerugian bagi penduduk 
sipil, anak-anak maupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Anak-anak yang 
dianggap sebagai sebagai penerus generasi bangsa merupakan korban yang paling 
rentan terhadap berbagai jenis konflik bersenjata. Tidak hanya secara psikis 
maupun fisik. Telah disebutkan dalam Global Report on Childs Soldier 2001, 
lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan 
direkrut oleh angkatan bersenjata pemerintah, milisi ataupun kelompok bersenjata 
bukan negara, dan mereka dijadikan sebagai tentara, mata-mata, atau pekerjaan 
lain yang terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata.(Balthimus, 2003:1) 
anak-anak yang seharusnya memperoleh kebudayaan akan perdamaian (culture of 
peace), telah dididik oleh pelatihan militer dan indoktrinasi dalam gerakan 
kepemudaan ataupun sekolah-sekolah. 
 Konflik Israel-Libanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan 
bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Libanon yang melibatkan sayap 
bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau 
IDF). 
Hizbullah merupakan merupakan organisasi Islam Syiah. Ada yang pro-
Suriah dan pro-Iran. Hizbullah mempunyai perwakilan di Parlemen Libanon dan 
ada yang menjadi menteri Libanon. 
 Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang 
menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Libanon Selatan pada tanggal 12 Juli 
2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini, sejalan dengan 
rencana Hizbullah yang disebut sebagai Operasi Truthful Promise ("Janji yang 
Jujur") yang bertujuan untuk membebaskan warga Libanon yang ditawan Israel 
dengan melalui pertukaran tawanan.Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan 
serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara 
Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang. Israel kemudian membalas dengan 
Operasi Just Reward ("Balasan yang Adil"), yang lalu namanya diubah menjadi 
Operasi Change of Direction ("Perubahan Arah"). Serangan balasan ini meliputi 
tembakan roket yang ditujukan ke arah Libanon dan pengeboman oleh Angkatan 
Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke 
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dalam wilayah Libanon selatan oleh tentara darat IDF.(www. Wikipedia 
indonesia.com) 
 Israel menyerang Libanon dengan menggunakan alasan penawanan dua 
tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Hizbullah 
berencana untuk menggunakan penawanan ini untuk melakukan pertukaran 
tawanan untuk membebaskan warga Libanon dan Palestina yang ditahan Israel. 
Israel membalasnya dengan menyerang Libanon bertubi-tubi. Serangan besar 
Israel ini mengagetkan Hizbullah, yang sebelumnya memperkirakan Israel akan 
membalasnya dengan operasi komando untuk balas menculik anggota Hizbullah, 
seperti yang sebelumnya pernah "Israel telah lama mempersiapkan serangan ini 
atas restu AS, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran.(Seymour 
Hersh) Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan 
utara Israel. 
 Perdana Menteri Israel Ehud Olmert berkata serangan akan dihentikan 
jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel. Hizbullah hendaklah 
menghentikan serangan roket dan pemerintahan Libanon melaksanakan Ketetapan 
Majelis Umum PBB 1559, yaitu perlucutan senjata oleh Hizbullah. Israel 
menuduh Hizbullah telah melancarkan 130 roket dalam waktu 48 jam 
menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Serangan roket 
Hizbullah ini dilakukan setelah serangan bom Israel ke Libanon.(www. Wikipedia 
indonesia.com) 
 Perdana Menteri Libanon Fuad Siniora mengatakan Israel harus 
mengembalikan wilayah Sheeba Farms kepada Libanon sebelum melakukan 
pelucutan senjata Hizbullah, mengingat penyebab adanya Hizbullah adalah untuk 
membebaskan Libanon dari pendudukan Israel.  
  Pertempuran sengit terjadi antara Hizbullah dan pasukan Israel di 
perbatasan Israel-Libanon sejak 12 Juli 2006 pagi. Pertempuran tersebut pecah 
setelah kelompok Hizbullah mengklaim menahan dua orang tentara Israel dekat 
perbatasan Libanon-Israel. Penangkapan itu diumumkan Hizbullah melalui Al-
Manar. Hilangnya dua tentara diakui Kementrian Pertahanan Israel. Pada tahun 
2000, Hizbullah juga pernah menahan tiga tentara Israel dan tewas selama operasi. 
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Mayat ketiganya kemudian ditukar dengan sejumlah tahanan Libanon.(www. 
Wikipedia indonesia.com) 
 Akhirnya agresi militer Israel terhadap Libanon selama 34 hari berhenti. 
Pada 12 Agustus 2006 lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengeluarkan resolusi nomor 1701. Resolusi ini koreksi terhadap proposal yang 
diajukan Amerika Serikat dan Prancis tapi ditolak pemerintah Libanon. Versi asli 
proposal tersebut terlalu berpihak pada kepentingan Israel. Selama konflik Israel-
Hizbullah ini berlangsung, masyarakat internasional disuguhi perang diplomatik di 
antara dua kubu: kubu Amerika-Israel melawan kubu Prancis, Libanon, dan Rusia. 
 Dalam pandangan Amerika, Hizbullah-lah yang memulai keonaran ini, 
dan Amerika mendakwanya sebagai kelompok teroris. Andai saja tak ada 
Hizbullah, tentu Libanon akan hidup damai berdampingan dengan Israel. Karena 
itu, perdamaian di Timur Tengah tidak akan pernah tercapai kecuali Hizbullah 
dilenyapkan dari Libanon. Amerika menganggap Hizbullah sebagai agen Iran dan 
Suriah, sementara dua negara itu target utama Amerika setelah Afganistan dan 
Irak. Sedangkan sikap dan pandangan pemerintah Libanon, yang didukung Liga 
Arab, Organisasi Konferensi Islam, serta dua anggota Dewan Keamanan PBB, 
yakni Rusia dan Prancis, berbeda dengan kebijakan Amerika. 
 Setelah resolusi nomor 1701 ditetapkan, pada 14 Agustus 2006 lalu, Israel 
mulai menghentikan serangan militernya dan menarik mundur pasukannya dari 
wilayah Libanon Selatan. Israel merasa untung. Resolusi ini tidak menyebut Israel 
sebagai "penjahat perang" meskipun telah membunuh ribuan warga sipil Libanon 
serta menghancurkan mayoritas fasilitas dan kebutuhan primer warga Libanon. 
Israel juga tidak dituntut mundur dari pertanian Shabaa yang selama ini 
didudukinya dan menjadi alasan Hizbullah untuk terus melakukan perlawanan 
terhadap Libanon. Bagi Hizbullah, penarikan mundur tentara Israel pada tahun 
2000 masih belum tuntas karena Israel masih menduduki lahan pertanian subur 
tersebut.Sebaliknya, Hizbullah bernasib buntung. Hizbullah dianggap sebagai 
asal-muasal peperangan ini karena menyerang Israel pada 12 Juli 2006  lalu. 
Tawanan dua serdadu Israel harus dilepaskan tanpa syarat. Dan resolusi 1701 ini 
memperkuat kembali resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1559, yang 
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menyatakan persenjataan semua milisi di luar militer resmi Libanon, termasuk 
Hizbullah, harus dilucuti.(www. Wikipedia indonesia.com) 
Dalam konflik ini mengakibatkan korban anak-anak yang tidak sedikit. 
Dalam Sabda Rasullullah SAW menegaskan (Ibnu Hajar Al-Asqalami, 
1983:1298) 
“Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW, Melihat seorang perempuan 
terbunuh di dalam satu dari pada peperangan-peperangannya, lalu ia salahkan 
pembunuhan perempuan dan anak-anak (Muttafiq alaihi). 
“Dari Samurah, ia berkata : Telah bersabda Rasullulah SAW: “Bunuhlah 
oran-orang musryikin yang tua dan biarkanlah anak-anak muda-muda” 
(Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Tirmidzi).  
Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977, 
perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam perlindungan umum 
sebagai orang-orang sipil yang tidak ikut mengambil bagian dalam permusuhan. 
Meskipun anak-anak masuk dalam perlindungan umum, tetapi seharusnya anak-
anak mendapat perlakuan yang diutamakan karena anak-anak adalah pihak yang 
paling rentan tehadap serangan psikis maupun fisik dibanding dengan pihak lain 
yang berada dalam perlindungan umum dan anak-anak masih membutuhkan orang 
lain badi kelangsungan hidup mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis telah melakukan penelitian 
guna penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: PERLINDUNGAN 
HUKUM ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL 
ANTARA ISRAEL DAN LIBANON (Studi Normatif Implementasi Konvensi 
Jenewa IV 1949) 
B. Perumusan Masalah 
Di dalam setiap penelitian diperlukan adanya perumusan masalah agar 
penelitian tetap terarah, tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari 
pokok permasalahan. Perumusan masalah biasanya berupa pertanyaan yang kritis, 
sistematis, dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin 
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dipecahkan. Rumusan masalah ini mempunyai arti penting dalam menentukan 
hasil dan kualitas penelitian. 
Berdasar latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Apakah ketentuan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai perlindungan 
hukum terhadap anak sudah diimplementasikan pada saat konflik bersenjata 
internasional antara Israel dan Libanon ? 
2. Apakah hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi Konvensi 
Jenewa IV Tahun 1949 pada perlindungan hukum terhadap anak pada saat 
konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis 
dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten 
(Soerjono Soekanto, 1986:42).Setiap penelitian yang dilakukan oleh perorangan 
maupun kelompok pasti mempunyai tujuan. Namun antara penelitian yang satu 
dengan yang lain pasti tujuannya tidak sama. Tujuan ini diperlukan untuk 
memberikan arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
Tujuan obyektif penelitian ini adalah : 
a Untuk mengetahui implementasi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 
mengenai perlindungan hukum anak pada saat konflik bersenjata 
internasional antara Israel dan Libanon. 
b Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi 
Konvensi Jenewa 1949 dalam perlindungan hukum anak di Libanon. 
2. Tujuan Subyektif 
Tujuan Subyektif penelitian ini adalah : 
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 a.  Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.    
            b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman dalam 
bidang Hukum Humaniter Internasional, khususnya mengenai 
perlindungan hukum terhadap anak di Libanon. 
 c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar 
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. 
D. Manfaat Penelitian 
  Selain tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini 
diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis penelitian ini adalah : 
a Memberikan masukan kepada peneliti di bidang Hukum Humaniter 
Internasional, terutama yang berhubungan dengan Masalah Perlindungan 
Hukum terhadap Anak dalam konflik bersenjata Internasional  
b Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai implementasi Konvensi 
IV tahun 1949 dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan 
Libanon.  
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis penelitian ini adalah : 
a Dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan untuk 
menyusun kebijaksanaan yang berkaitan dengan Hukum Humaniter 
Internasional khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak 
 xxii
b Dapat  memperluas cakrawala berfikir dan pandangan bagi civitas 
akademika Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya mahasiswa 
Fakultas Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini 
c Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi 
 
 
E. Metode Penelitian 
  Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian 
untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah 
pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.  
 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 
1986:43) 
 Metodologi penelitian menurut Soerjono Soekanto pada hakikatnya adalah 
memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis 
dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan mengenai 
peranan metodologi dalam sebuah penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan adalah (Soerjono Soekanto & Abdurrahman, 2003 : 43) 
1. Menambah pengetahuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan 
penelitian secara lain atau lebih lengkap; 
2. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum 
diketahui; 
3. Memberi kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 
interdisipliner; 
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 
pengetahuan mengenai masyarakat. 
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 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai analisis data 
adalah sebagai berikut. 
1.Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian penyusunan penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan 
Mamudji , 1985:15). Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu 
mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data 
sekunder dan mengkontruksikan data langsung ke lapangan, sehingga cukup 
dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkontruksikan dalam suatu 
rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi 
Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak 
pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon serta 
hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. 
2.Lokasi Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan 
data lapangan secara langsung, data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi 
penelitian ini adalah : 
a Perpustakaan pusat UNS Surakarta 
b Perpustakaan Fakultas Hukum UNS 
c Internet atau Cyber Media 
3.Sifat Penelitian 
Dalam penelitian ini bersifat deskriptif,  yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk mencari data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala-gejalanya. 
Penelitian ini mengemukakan gejala-gejala, fakta, sifat serta hubungan 
antara fenomena-fenomena dari hasil informasi faktual, memeriksa kondisi 
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serta praktek yang sedang berjalan, selanjutnya dipadukan menjadi satu 
kesatuan penafsiran. 
 Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai 
implementasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai perlindungan hukum 
terhadap anak pada saat konflik bersenjata internasional antara Israel dan 
Libanon serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. 
4.Pendekatan Penelitian 
 Jenis Pendekatan yang  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik analisis Pendekatan Perundang-undangan 
(Statute Approach). Karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum 
yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti 
harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat 
sebagai berikut. 
a Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait 
antara satu dengan lain secara logis; 
b All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 
menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada 
kekurangan hukum; 
c Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, 
norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. 
 5.Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain meliputi 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah, koran dan lain-lain.   
6.Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber 
data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-
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bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
a Bahan Hukum Primer 
  Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Geneva 
Convention Relative To The Protection Of Civilian Person in Time Of War 
Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Person in Time 
Of War,Protokol Tambahan I dan II 1977, International Convention on 
The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involvement of Children 
in Armed Conflict 2000, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hadist Bulughul Maram Ibnu 
Hajar Al-Asqalami. 
b Bahan Hukum Sekunder  
  Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan 
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, 
karya ilmiah mengenai perang Israel dan Libanon, koran, majalah. 
c Bahan Hukum Tersier 
  Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan 
hukum primer dan sekunder yaitu kampus dan ensiklopedi.  
7.Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengunmpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
a Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis 
mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, 
makalah, artikel, koran, majalah, dokumen Konvensi Jenewa IV Tahun 
1949. 
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b    Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara melalui 
e-mail dan download berbagai artikel yang berkaitan dengan perang yang 
terjadi di Libanon. 
8. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hal 
yang penting agar data yang sudah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan 
dan menghasilkan jawaban dari permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto 
analisis data pada penulisan hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan 
kualitatif. (Soerjono Soekanto, 1986:250) 
Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah 
menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha 
untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori 
variabelnya masing-masing, yaitu: 
a Kelompok data yang berhubungan dengan implementasi Konvensi Jenewa 
IV 1949 dalam perlindungan hukum anak dalam konflik bersenjata 
internasional antara Israel dan Libanon 
b Kelompok data yang berhubungan dengan hambatan-hambatan 
implementasi Konvensi Jenewa IV 1949 dalam perlindungan   hukum anak 
dalam konflik bersenjata Internasional antara Israel dan Libanon 
c Kelompok data yang berhubungan dengan kaitan antara kedua kategori 
diatas. 
Seluruh data yang terkumpul dapat dianalisis dengan menggunakan: 
a Metode Induksi 
Metode Induksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan 
yaitu proses berawal dari proporsi-proporsi khusus sebagai hasil 
pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan. 
 
b Metode Deduksi 
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Metode Deduksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan, 
yaitu bertolak dari suatu proporsi umum yang kebenarannya telah 
diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 
 
c Metode Komparatif 
Metode Komparatif adalah cara berfikir yang merupakan penyimpulan dan 
perbandingan antara ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang 
lainnya,ketentuan hukum dengan fakta, fakta dengan fakta lainnya 
sehingga dapat dibandingkan. 
Dalam penelitian ini hanya digunakan metode induksi, yaitu prosedur 
penyimpulan logika ilmu pengetahuan yaitu proses berawal dari proporsi-
proporsi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu 
kesimpulan. 
Hal ini ditegaskan dengan adanya pengumpulan data yang bersifat 
khusus, yaitu Pasal dari Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur tentang 
perlindungan anak dan data yang memuat tentang fakta yang terjadi di 
lapangan yaitu peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan anak 




F. Sistematika Penulisan Hukum 
BAB  I : PENDAHULUAN 
 Pada Bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang 
penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika penelitian. 
BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 
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 Dalam bab ini diuraikan tentang segi-segi teoritis dari permasalahan 
yang diteliti yaitu Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter 
Internasional, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 
terhadap Anak, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 
Humaniter Internasional. 
BAB  III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas 
mengenai Gambaran Umum Sengketa Bersenjata antara Israel dan 
Libanon, Implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 pada saat 
Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Libanon dan 
hambatan-hambatan dalam implementasi konvensi Jenewa IV tahun 
1949 mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik 
Bersenjata Internasioanl antara Israel dan Libanon. 
BAB  IV : PENUTUP 
 Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 
dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada. 
DAFTAR PUSTAKA 
BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional 
a Pengertian Hukum Humaniter Internasional 
  Istilah hukum humaniter merupakan suatu istilah yang masih relatif 
baru di Indonesia, dan kemungkinan hanya sebagian kecil dari masyarakat 
di Indonesia yang mengetahui apa itu hukum humaniter. Bahkan 
kebanyakan dari para ahli hukum juga belum mengetahui apa yang 
dimaksud dengan hukum humaniter. Istilah hukum humaniter atau 
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lengkapnya disebut international humanitarian law applicable in armed 
conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian 
berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict). 
Hal ini dilakukan untuk menghindari trauma terhadap kekejaman perang 
(war) sehingga diganti dengan kata sengketa bersenjata (armed conflict). 
Dan akhirnya sekarang ini kita menyebutnya dengan istilah hukum 
humaniter.  
 Meskipun istilah hukum humaniter internasional pernah mengalami 
perubahan, tetapi tetap mempunyai inti dan tujuan yang sama, yaitu 
mengatur tentang tata cara berperang serta perlindungan terhadap berbagai 
pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. 
  Pengertian dari Hukum Humaniter menurut : 
1) Menurut Jean Pictet (Arlina Permanasari, 1999 : 9) : 
International humanitarian law in the wide sense is constitusional 
legal provition, whether written or customary, ensuring respect and 
individual and his well being. 
2) Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional sebagai 
berikut (Arlina Permanasari, 1999 : 9) : 
Part of the rules of public international law which serve as the 
protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside 
the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly 
distinguish from these its purpose and spirit being different.  
3) Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Arlina Permanasari, 1999 : 9) :  
    Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan    perlindungan 
korban perlindungan, berlainan dengan hukum perang yang mengatur 
perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan 
perang itu sendiri.  
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4) Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-
undangan (Arlina Permanasari, 1999 : 10) : 
Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan 
internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum 
perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin 
penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. 
5) F. Sugeng Istanto (Masyur Effendi, 1994 : 24) : 
Keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum 
internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam 
pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan 
dengan tujuan melindungi manusia. 
6) International Committee Of The Red Cross (ICRC) :  
Hukum Humaniter Internasional sebagai ketentuan hukum 
internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional maupun 
kebiasaan, yang dimaksudkan untuk mengatasi segala masalah 
kemanusiaan yang timbul pada waktu pertikaian bersenjata 
internasional atau non internasional. Ketentuan tersebut membatasi, 
atas dasar kemanusiaan, hak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian 
untuk menggunakan senjata dan metode perang dalam melindungi 
orang maupun harta benda yang terkena pertikaian bersenjata.  
7)  Esbjorn Rosenbland (Arlina Permanasari dkk, 1999:9) :  
 Hukum Humaniter mengadakan pembedaan antara the law of armed   
conflict , yang berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya 
pertikaian, pendudukan wilayah lawan, hubungan pihak pertikaian 
dengan negara netral. Sedangkan law of warfare ini antara lain 
mencakup metode dan sarana berperang, status kombatan, perlidungan 
yang sakit, kombatan dan orang sipil. 
Dengan demikian Hukum Humaniter Internasional adalah suatu 
aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang timbul karena adanya 
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kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional 
yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan 
terhadap korban perang baik konfik bersenjata yang bersifat internasional 
ataupun non internasional. 
b Sejarah Hukum Humaniter Internasional 
Diawali dengan konvensi Jenewa pertama tahun 1984, hukum 
humaniter yang sekarang ini berkembang dalam berbagai tahap, seringkali 
disusun sebuah kejadian dimana Konvensi tersebut sangat dibutuhkan, 
untuk memenuhi perkembangan kebutuhan akan kebutuhan akan bantuan 
kemanusiaan sebagai akibat dari berkembangnya persenjataan dan konflik 
jenis baru. Berikut ini adalah perjanjian-perjanjian utama dalam urutan 
kronologis pengadopsian (International  Committee of the Red 
Cross,2004:10):  
1)    1864  Konvensi Jenewa   
  Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang terluka di 
medan pertempuran darat. 
2)     1868  Deklarasi St. Petersburg  
  Pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu 
perang.  
3)     1899  Konvensi Den Haag  
  Penghormatan terhadap kebiasaan dan hukum perang di darat 
dan penyesuaian tata cara berperang di laut menurut prinsip 
Konvensi Jenewa 1864. 
4)    1906  Peninjauan kembali dan pengembangan Konvensi Jenewa 
1864. 
5) 1907 Peninjauan kembali Konvensi Den Haag 1899 dan pengadopsian 
Konvensi baru. 
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6)     1925  Protokol Jenewa  
  Pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis 
gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan 
bakteri untuk kepentingan perang. 
7)     1949  Empat Konvensi Jenewa 
a) Perbaikan keadaan anggota angkatan  bersenjata yang terluka dan 
sakit di medan pertempuran darat. 
b) Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang 
terluka, sakit dan korban karam. 
c) Perlakuan terhadap tawanan perang. 
d) Perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. 
8)     1954  Konvnsi Den Haag 
  Mengenai Perlindungan terhadap benda-benda budaya pada 
waktu konflik bersenjata. 
9)  1972 Konvensi tentang pelarangan, pengembangan, pembuatan, dan 
penimbunan senjata biologis atau bakteriologis dan beracun, dan 
tentang pemusnahannya. 
10)   1977 Dua Protokol Tambahan terhadap empat Konvensi Jenewa 
1949, yang memperkuat perlindungan bagi korban konflik bersenjata 
internasional (Protokol I) dan konflik bersenjata non internasional 
(Protokol II). 
11) 1980 Konvensi tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata 
konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang 
berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu 
(Konvensi Senjata Konvensional/Certain Conventional Weapons 
Convention / CCW), yang termasuk :  
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a) Protokol (I) tentang fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat 
terdeteksi. 
b) Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan 
ranjau darat, booby trap, dan alat-alat lain. 
c) Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan 
senjata-senjata pembakar. 
12) 1993 Konvensi tentang larangan dan pembatasan pengembangan, 
pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang 
pemusnahannya. 
13) 1995 Protokol yang berkaitan dengan senjata laser yang dapat 
menyebabkan kebutaan permanen (Protokol IV untuk Konvensi 
1980). 
14) 1997 Konvensi tentang larangan penggunaan, penyimpanan, serta 
pembuatan dan pengiriman ranjau anti personil dan tentang 
pemusnahannya. 
15) 1998 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional 
(International Criminal Court). 
16) 1999 Protokol Pilihan untuk Konvensi tentang hak anak-anak dalam 
konflik bersenjata. 
17) 2001 Amandemen terhadap Pasal I dari Konvensi Senjata 
Konvensional/CCW. 
Dari urutan kronologis perjanjian di atas jelas sekali menunjukkan 
beberapa konflik bersenjata telah kurang lebih telah membawa dampak 
langsung pada perkembangan hukum humaniter, sebagai contoh adalah 
Perang Dunia Pertama (1914-1918) menjadi saksi penggunaan cara 
berperang, kalau tidak dapat dikatakan semuanya baru, paling tidak belum 
pernah terjadi penyebaran dengan skala sebesar ini sebelumnya. Termasuk 
gas beracun, pengeboman dari udara pertama dan penangkapan ratusan 
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ribu tawanan perang. Perjanjian tahun 1925 dan 1929 merupakan sebuah 
tanggapan terhadap perkembangan di atas. 
Perang Dunia Kedua (1939-1945) juga memperlihatkan bahwa 
penduduk sipil dan personil militer terbunuh dalam jumlah yang seimbang, 
hal ini berbeda dengan saat Perang Dunia Pertama yang perbandingannya 
adalah 1 : 10. Pada tahun 1949, komunitas internasional bereaksi terhadap 
angka yang tragis tersebut, terlebih lagi terhadap efek buruk yang 
menimpa penduduk sipil yang sangat memprihatinkan, dengan merevisi 
sebuah instrumen baru yaitu Konvensi Jenewa Keempat untuk 
perlindungan bagi penduduk sipil. 
Kemudian pada tahun 1977, Protokol Tambahan merupakan 
tanggapan terhadap efek kemanusiaan dalam perang kemerdekaan 
nasional, yang mana hal ini hanya tercakup sebagian saja dalam Konvensi 
1949. 
Pada Tahun 1874 sebuah Konferensi Diplomatik, diselenggarakan di 
Brussels atas inisiatif Kaisar Alexander II dari Rusia, mengadopsi sebuah 
Deklarasi Internasional mengenai hukum-hukum dan kebiasaan perang. 
Naskahnya tidak diratifikasi, bagaimanapun juga, karena beberapa negara 
yang hadir merasa berat untuk terikat dalam sebuah perjanjian. Walaupun 
demikian, Rancangan Brussels menandai sebuah tahap penting dalam 
pengkodifikasian hukum perang. 
Pada Tahun 1934, Konferensi Internasional Palang Merah ke –15 
berlangsung di Tokyo dan menyetujui naskah Konvensi Internasional 
mengenai kondisis dan perlindungan bagi penduduk sipil yang memiliki 
kewarganegaraan musuh yang kebetulan berada di daerah kekuasaan dari 
atau yang diduduki oleh salah satu negara yang berperang, yang 
rancangannya disusun oleh ICRC (International Committee of The Red 
Cross). Tidak ada aksi yang diambil terhadap rancangan naskah tersebut, 
pemerintah menolak untuk mengundang diadakannya konferensi 
diplomatik untuk memutuskan pengadopsiannya. Sebagai hasilnya, 
Rancangan Tokyo tidak diaplikasikan selama Perang Dunia Kedua. 
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Konvensi Jenewa 1949 menandai suatu kemajuan pesat pada 
perkembangan hukum humaniter. Setelah dekolonisasi, bagaimanapun 
juga, negara-negara baru mengalami kesulitan untuk terikat dalam 
seperangkat aturan tertentu di mana mereka sendiri belum merasa siap. 
Lebih jauh lagi, perjanjian yang mengatur perilaku pada waktu 
permusuhan tidak dikembangkan sejak perjanjian Den Haag tahun 1907. 
Karena perevisian Konvensi Jenewa mungkin menimbulkan ancaman bagi 
kemajuan-kemajuan yang dibuat tahun 1949, diputuskan untuk 
memperkuat perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dengan 
mengadopsi naskah baru dalam bentuk Protokol Tambahan untuk 
Konvensi Jenewa. 
Maka dari uraian di atas, maka Hukum Humaniter Internasional 
adalah hukum yang dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan 
kemajuan zaman, khususnya mengenai tata cara, metode serta alat 
berperang. Dan juga dapat dikatakan bahwa Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahan 1977 merupakan perangkat utama dari Hukum 
Humaniter Internasional. 
c. Pengertian dan Jenis Konflik Bersenjata 
Berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata 
atau armed conflict sangat beragam. Dapat diambil contoh pendapat dari 
(Haryomataram , 2002:1) 
Pictet, yang menyatakan 
" The term armed conflict has been used here in addition to the word  
war  which it is tending to supplant." 
Edward Kossoy yang menyatakan 
" As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at 
least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely 
legal consideration the replacement of war by armed conflict seem more 
justified and logical." 
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 Selanjutnya Rosenbland menyatakan 
" The term international armed conflict is used here in the same 
traditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their 
definition of an interstate war. In their words is contention between two or 
more states through their armed forces, for the purposes of overpowering 
each other, and imposing such conditions of peace as the victor please." 
Dari pendapat para pakar diatas, tidak dapat diketahui pasti arti atau 
definisi yang sebenarnya dari konflik bersenjata namun dapat disimpulkan 
bahwa armed conflict itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat 
dikatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama.  
Dalam Commentary Konvensi Jenewa 1949, Pengertian Konflik 
Bersenjata atau Armed Conflict adalah (Prof.KGPH.Haryomataram, SH, 
2002:2) 
"Any  difference arising between two States and leading to  the 
intervention of members of  the armed forces is an armed conflict within 
the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a 
state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how 
much slaughter takes place. Any difference arising between two States and 
leading to the intervention of members of the armed forces is an armed 
conflict within the meaning ofArticle 2, even if one of the Parties denies 
the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict 
lasts or how much slaughter takes place". 
Sedang Hans Peter Gasser menyatakan  
"When can an armed conflict be said to obtain ? The convention 
themselves are of no help to us here, since they contain no definition of the 
term. We must therefore look at state practice, according to which any use 
of armed force by one stete against the territory of another triggers the 
states. Why force was used is of no consequence to the international 
humanitarian law." 
 xxxvii
Seorang pakar lain, Dieter Fleck, menyatakan (Haryomataram, 
2002:3) 
" An international armed conflict if one party uses force of arms 
against another party. The use of military force by individual person or 
group of person will not suffice. It is irrelevant whether the parties to the 
conflict consider themselves to be at war with each person and how they 
describe this conflict." 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan juga bahwa agar dapat 
dikatakan sebagai armed conflict maka harus ada penggunaan armed 
forces dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Tidak perlu 
dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua pihak menolak adanya apa 
yang disebut state of war. Demikian juga lamanya konflik itu berlangsung, 
dan berapa korban yang telah jatuh tidak perlu diperhatikan. 
Pengertian armed conflict yang sangat luas mengakibatkan timbulnya 
beberapa sistematik untuk lebih merinci atau menjabarkan pengertian dari 
armed conflict. 
Sistematik pertama dikemukakan oleh Starke yang disebut Status 
Theory. Starke membagi armed conflict menjadi dua, yaitu 
(Haryomataram, 2002:3) 
1) War proper between states dan 
2) Armed conflict which are not of the character of war 
Sistematik kedua dikemukakan oleh Schindler yang berdasarkan 
Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977 (Haryomataram, 2002:4) 
         1). International Armed Conflict  
       2). War of National Liberation 
  3). Non International Armed Conflicts according to art 
    4). Non International Armed Conflict according to Protocol  II 1977 
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 Dalam Hukum International ada tiga bentuk Non International Armed 
Conflict. 
   1) Civil Wars (Sebelum, ada pengakuan sebagai. Belligerent) 
           2) Non International Armed Conflict within  the meaning of art.3 of   the 
Genneva Conventions 
   3) Non International Armed Conflicts in the sense of Protocol  II 1977 
Sistematik ketiga  dikemukakan oleh Shigeki Miyazaki 
(Haryomataram, 2002:6) 
1) Konflik bersenjata antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahan 1977. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa, dan Pasal 
1 ayat (3) Protokol I 
2) Konflik bersenjata antara Pihak Peserta (negara) dengan bukan pihak 
peserta ( Negara atau penguasa/Authority) de facto, misalnya penguasa 
yang memimpin kampanye pembebasan nasional, yang telah menerima 
Konvensi Jenewa dan atau Protokol. Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, 
Pasal 1 ayat (4), juncto Pasal 96 ayat (3) Protokol I 
3) Konflik bersenjata antara pihak peserta (negara) dan bukan pihak 
peserta (negara/penguasa de facto) yang belum menerima baik 
Konvensi Jenewa maupun Protokol I. Pasal 2 ayat (4) Konvensi 
Jenewa, Martens Clause, Protokol II (penguasa/ Authority) 
4) Konflik bersenjata antara dua negara bukan peserta (non Contracting 
Parties)Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Pasal 3  Konvensi Jenewa 
(penguasa), Martens Clause, Protocol II (penguasa) 
5) Konflik bersenjata yang serius yang tidak bersifat internasional 
(pemberontakan), Pasal 3 Konvensi Jenewa, Protokol II, Hukum 
Internasional Publik 
6) Konflik bersenjata yang lain, Kovenant internasional HAM, hukum 
publik (hukum pidana). 
 xxxix
Sistematik keempat dikemukakan oleh Haryomataram yang membagi 
konflik bersenjata sebagai berikut. (Haryomataram, 2002:7) 
1) Konflik bersenjata internasional 
a) Murni 
b) Semu  
i)  Perang Pembebasan Nasional (War of National Liberation) 
ii) Konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir 
  
2) Konflik bersenjata Non Internasional 
a) Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 
b) Tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977 
 Dari berbagai sistematik yang telah diungkapkan oleh Starke, 
Schindler, Shigeki Miyazaki dan Haryomataram dapat ditarik sebuah garis 
besar yang menghubungkan dan memiliki persamaan dari berbagai 
pendapat atau sistematik yang hampir sama, yaitu adanya peran aktif dari 
negara yang terlibat konflik, baik perannnya dalam konflik bersenjata 
internasional ataupun konflik bersenjata non internasional, dan pengaturan 
konflik bersenjata tersebut sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan 
Protokol Tambahan 1977, dan apabila terjadi konflik bersenjata, maka 
kedua atura tersebut akan secara otomatis mengikat para pihak, meskipun 
tidak adanya deklarasi atau pengakuan dari para pihak telah terjadi konflik 
bersenjata. 
Dalam Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata 
dibedakan menjadi tiga yaitu: 
1) Konflik Bersenjata Internasional 
Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi sebagai berikut.  
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"In addition to the provisions which shall be implemented in 
peace time the present Convention shall apply to all cases of declared 
war or of any other armed conflict which may arise between  two or 
more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not 
recognised by one of them …." 
Walaupun dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 tidak dijelaskan 
secara ekplisit apa arti dari Konflik Bersenjata International, namun 
dapat diketahui bahwa subyeknya adalah negara. 
Dalam Protokol Tambahan 1977 Pasal 1 ayat 4 berbunyi :  
"The situations referred to in the preceding paragraph include armed 
conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and 
alien occupation and against racist regimes in the exercise of their 
right of self   determination, as enshrined in the Charter ofthe United 
Nations and the Declaration on Principles of International Law 
concerning Friendly Relations and Co-operation among States in 
accordance with the Charter of t he United Nations". 
Dari pasal di atas maka perang melawan pemerintah penjajah 
(fighting against colonial domination), Perang melawan pemerintah 
pendudukan (alien occupation), dan perang melawan pemerintah yang 
menjalankan rezim rasialis (against racist regimes) dapat dikatakan 
sebagai perang kemerdekaan (war of national Liberation). Perang 
kemerdekaan dapat dikatakan sebagai car conflict. Akan tetapi tidak 
semua car conflict dapat dikatakan sebagai Konflik Bersenjata 
Internasional, karena syaratnya adalah harus ada deklarasi yang 
universal yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah, yang mewakili 
rakyat yang berhadapan dengan pemerintah penjajah/penduduk /rezim 
rasialis sebagai bentuk persyaratan diri terikat oleh Konvensi Jenewa 
1949 dan Protokolnya. Hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat 3 Protokol 
Tambahan I 1977. 
2) Konflik Bersenjata non Internasional 
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Dalam hal Konflik bersenjata non Internasional, diatur dalam 
Pasal 3 Konvensi jenewa IV 1949 yang menyatakan : 
"Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang 
berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak 
dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-
kurangnya ketentuan-ketentuan berikut : 
1.Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, 
termasuk anggota  angkatan perang yang telah meletakkan senjata-
senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de 
combat) karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apapun, 
dalam keadaan bagai manapun harus diperlakukan dengan 
kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang 
didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, 
keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu."  
Dalam Protokol Tambahan II 1977 juga tidak ada pengertian 
ataupun definisi yang pasti tentang konflik bersenjata non 
internasional. Namun dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 lebih 
menekankan pada para pihak peserta agung untuk memperlakukan para 
korban akibat konflik bersenjata secara manusiawi dan tanpa 
diskriminasi. 
Namun ada beberapa kriteria-kriteria tentang konflik bersenjata 
non internasional adalah sebagai berikut. 
a) Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung; 
b) Pertikaian terjadi antar angkatan bersenjata pihak peserta agung 
dengan kekuatan kekuatan bersenjata pihak yang memberontak ( 
dissident ); 
c) Kekuatan bersenjata pihak yang memberontak ini harus berada di 
bawah satu komando yang bertanggung jawab; 
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d) Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara 
sehingga dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut; 
e) Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol II 
1977. 
3) Internal Disturbance and Tensions 
Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam negeri 
atau internal tension adalah apabila jika terjadi kerusuhan berskala 
besar, tindakan terorisme dan sabotase yang menyebabkan korban 
tewas dan luka-luka, serta adanya penyanderaan. 
Apabila ketegangan dalam negeri benar-benar terjadi dalam suatu 
negara, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari 
negara itu sendiri. 
d.   Sumber-Sumber Hukum  Humaniter 
Telah diketahui bahwa hukum humaniter terdiri dari Hukum Jenewa 
dan Hukum Den Haag. Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap 
korban perang, sedangkan Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan 
alat berperang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber 
hukum humaniter yang utama selain konvensi-konvensi lain yang telah 
disebutkan terdahulu. 
Sumber Hukum Humaniter Internasional adalah (Arlina Permanasari 
dkk,1999:22-46): 
1) Hukum Den Haag 
Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang 
mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag 
merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I yang diadakan tahun 
1899 dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. 
a) Konvensi Den Haag 1899 
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Konvensi-Konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil 
koferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899). 
Konferensi yang dimulai tanggal 20 Mei 1899 itu berlangsung 
selama 2 bulan dan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi 
pada tanggal 29 Juli 1899. 
Adapun tiga konvensi yang dihasilkan adalah : 
i)  Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan 
Internasional; 
ii)  Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; 
iii)  Konvensi III tentang Adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa 
tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. 
Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut. 
i)       Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-
peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian 
dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh 
manusia). 
ii)        Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan dari balon, 
selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga 
dilarang; 
iii)       Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas 
cekik dan beracun dilarang 
  b) Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 
Konvensi-Konvensi ini adalah merupakan hasil konferensi 
Perdamaian ke II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I 
tahun 1899 di Den Haag. 
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Konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi 
Perdamaian II di Den Haag menghasilkan sejumlah konvensi 
sebagai berikut (Arlina Permanasari dkk, 1999:24)  
i)  Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan 
Internasional; 
ii)  Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam 
menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian 
Perdata; 
iii)  Konvesi III tentang Cara Memulai Perang; 
iv)    Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat 
dilengkapi dengan Peraturan Den Haag; 
v)  Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga 
Negara Netral dalam Perang di Darat; 
vi)  Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat 
Permulaan Peperangan; 
vii)     Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal 
Perang; 
viii)     Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis 
didalam laut; 
ix)    Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di 
waktu Perang; 
x)  Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa 
tentang Perang di Laut; 
xi)  Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap 
Penggunaan Hak Penangkaan dalam Perang Angkatan Laut; 
xii)  Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan. 
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xiii)  Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral 
dalam perang di laut. 
 2) Konvensi Jenewa 
Bahwa hukum Den Haag dan hukum Jenewa merupakan dua 
aturan pokok dalam Hukum Humaniter, seperti yang dikemukakan 
oleh Jean pictet bahwa Humanitarian Law has two branches, one 
bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague.  
Hukum Jenewa mengatur mengenai perlindungan korban perang 
dan mempunya empat perjanjian pokok. Keempat Konvensi Jenewa 
1949 tersebut adalah : 
I. Genewa convention for the amelioration of the condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. 
II. Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. 
III. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. 
IV. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons 
in Time of War. 
Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 
ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut 
dengan : 
I. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, 
And Relating to the Protections of Victims of International Armed 
Conflict (Protocol I); 
II. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 
And Relating to the Protection of Victims of Non International 
Armed Conflict (Protocol II); 
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Protokol I mauoun II tersebut di atas adalah merupakan 
tambahan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Penambahan itu 
dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan 
pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih 
lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu 
peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat 
dan cara berperang Protokol I tahun 1977 mengatur tentang 
perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, Sedangkan 
Protokol II mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-
internasional. 
 3) Sumber-Sumber Hukum Lainnya 
Sumber hukum utama dari hukum humaniter adalah Hukum Den 
Haag dan Hukum Jenewa, dimana Hukum Jenewa mengatur 
perlindungan korban perang dan hukum Den Haag mengatur tentang 
tata cara dan metode berperang. Selain kedua sumber hukum utama 
tersebut, hukum humaniter juga mengenal beberapa sumber hukum 
lainnya,yaitu : 
 a) Deklarasi Paris (16 April 1856) 
Deklarasi ini mengatur tentang Perang di Laut yang 
dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim (1864), di mana 
dua negara yang bersekutu yaitu Inggris dan Prancis menerapkan 
prinsip-prinsip hukum perang laut yang berbeda. 
b) Deklarasi St. Petersburg (29 November-11 Desember 1868) 
Pada tahun 1863 telah ditemukan sejenis peluru yang apabila 
mengenai benda yang keras permukaannya sehingga tutupnya 
dapat meledak. Tujuan Deklarasi ini adalah untuk melarang 
penggunaan peluru-peluru semacam yang diuraikan di atas. 
c) Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923) 
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Ketentuan khusus ini tentang pertempuran di udara dirancang 
oleh sebuah komisi dari para ahli hukum di Den Haag mulai bulan 
Desember 1922 sampai Februari 1923 sebagai realisasi Konferensi 
Washington 1922. Tujuan pokok komisi sebenarnya semula hanya 
untuk mengatur penggunaan radio dalam pertempuran. Rancangan 
ketentuan ini kemudian dipergunakan sebagai pedoman dalam 
pertempuran udara. Substansinya mengatur tentang penggunaan 
pesawat udara dengan segala peralatan yang dimiliki didalam 
pertempuran. Sebagian besar ketentuan mendasari kepada asas-asas 
umum dan hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang di darat dan 
laut. 
d) Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelarangan Penggunaan 
Gas Cekik dan Macam-Macam Gas Lain dalam Peperangan. 
Protokol ini dirumuskan dan ditandatangani dalam suatu 
Konferensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata 
dan amunisi. Larangan itu mencakup larangan pemakaian gas air 
mata dalam peperangan dan pemakaian herbisida untuk 
kepentingan perang. 
e) Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan 
Penggunaan Kapal Selam dalam Pertempuran 
Protokol ini merupakan penegasan dari Deklarasi tentang 
Hukum Perang di laut yang dibentuk di London tanggal 26 
Februari 1989 dan belum pernah diratifikasi. 
f) Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-Benda 
Budaya pada waktu Pertikaian Bersenjata 
Prinsipnya adalah bahwa benda-benda budaya seperti rumah 
ibadah, museum dan sebagainya, selama tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan militer, semaksimal mungkin harus dilindungi 
terhadap serangan. Pasal 19 Konvensi ini mewajibkan setiap pihak 
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yang terlibat dalam sengketa bersenjata, untuk melindungi benda 
budaya, meskipun sengketa tersebut tidak bersifat internasional. 
g) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) 
tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata 
Konvensional Tertentu yang mengakibatkan Penderitan yang 
Berlebihan 
Konvensi ini mengatur tentang prosedur dan meringkas 
prinsip-prinsip hukum. Ketentuan ini termuat dalam empat buah 
protocol yang terlampir. Protokol I melarang penggunaan proyektil 
yang menyebabkan pecahan yang tidak dapat ditemukan melalui 
sinar X dalam tubuh manusia. Protokol II melarang penggunaan 
ranjau, booby traps dan peralatan lain terhadap masyarakat sipil, 
serta penggunannya secara membabi buta yang mengakibatkan 
penderitaan yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan 
dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Protokol 
III melarang penggunaan senjata pembakar terhadap masyarakat 
sipil. Protokol IV yang baru dirumuskan dan kemudian disetujui 
dalam konferensi internasional di Wina pada bulan Oktober 1995 
melarang penggunaan senjata laser, sebab senjata tersebut dapat 
menyebabkan kebutaan permanen. 
Setelah mengetahui tentang sumber-sumber hukum yang dapat 
dipergunakan dalam hukum humaniter, maka apabila pada suatu kasus 
tidak terdapat sumber hukum yang dapat dijadikan acuan, maka 
menurut hukum humaniter, hal itu dapat mengacu kepada sumber 
hukum lainnya, yaitu prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip 
kemanusiaan dan dictates of public conscience. Hal inilah yang disebut 
dengan klausula Martens. Klausula Martens mula-mula terdapat dalam 
Pembukaan Konvensi Den Haag ke II tahun 1899, mengenai hukum 
dan kebiasaan berperang di darat. Secara ringkas klausula ini 
menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu 
ketentuan hukum tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus 
mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari 
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kebiasaan yang terbentuk diantara negara-negara yang beradab , dari 
hukum kemanusiaan serta dari pendapat publik. 
Dari berbagai Konvensi yang telah lahir dalam ruang lingkup 
hukum humaniter internasional, hanya bertujuan untuk memberikan 
dasar hukum terhadap masyarakat internasional dalam mengatasi dan 
mengatur hal-hal apabila terjadi konflik bersenjata. Hal ini juga 
bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum. 
e. Tujuan Hukum Humaniter 
Ada beberapa tujuan dari hukum humaniter, yaitu (Arlina 
Permanasari dkk, 1999 : 12) 
1) Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil 
dari penderitaan yang tidak perlu. 
2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka 
yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh 
harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai 
tawanan perang. 
3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. 
Disini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan. 
Menurut Masyhur Effendi, tujuan dari hukum humaniter 
internasionala adalah perlindungan terhadap individu korban perang yang 
ditekankan pada situasi tertentu saja (konflik atau perang) dan akibat 
konflik. (Masyhur Effendi, 1994 : 65) 
Menurut Anne Sophie Gindroz, Hukum Humaniter Internasional 
mempunyai tujuan dalam hal perlindungan manusia dan diterapkan apabila 
terjadi pertikaian bersenjata, baik internasional maupun dalam negeri. 
Hukum Humaniter Internasional terdiri dari peraturan tentang 
perlindungan korban perang, atau hukum Jenewa, dan peraturan tentang 
 l 
sarana dan metode berperang serta operasi militer yang disebut hukum 
Den Haag. 
Secara singkat, Hukum Humaniterr Internasional diciptakan dengan 
tujuan untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan non 
kombatan dalam pertikaian bersenjata. (Fadillah Agus , 1997 : 84-85) 
Sedangkan yang tercantum dalam U.S Army Field Manual of the Law 
of Landwarfare disebutkan bahwa tujuan dari hukum perang adalah 
(Haryomataram, 1984 : 3) 
1) melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan 
yang tidak perlu 
2) menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh 
3) memungkinkan dikembalikannya perdamaian 
4) membatasi kekuasaan pihak berperang. 
Menurut Geza Herzegh dan Prof Mochtar Kusumaatmadja, Hukum 
Humaniter Internasional adalah Hukum Jenewa, sedangkan tujuan dari 
Hukum Jenewa tidak lain adalah mengatur tentang perlindungan korban 
perang yang meliputi perlindungan harkat dan martabat manusia dan 
kelangsungan hidup manusia. 
Jadi tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk 
memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin akan 
perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang 
tidak berperikemanusiaan. 
f. Asas – Asas Hukum Humaniter 
 
 
Dalam hukum humaniter dikenal ada tiga asas utama, yaitu (Arlina 
dkk, 1999 : 11): 
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1) Asas Kepentingan Militer 
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan 
menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya 
tujuan dan keberhasilan perang 
2) Asas Perikemanusiaan  
Berdasarkan asas ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk 
memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk 
menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang 
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. 
3) Asas Kesatriaan 
Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus 
diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai 
macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. 
Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara 
seimbang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kunz (Arlina dkk, 1999 : 
11): 
"Law of war to be accepted and to be applied in practice, must strike 
the correct balance on the one hand the principle of humanity and 
chivalry, and the other hand, military interest." 
Dalam situasi perang atau konflik bersenjata, para pihak diperbolehkan 
untuk menggunakan strategi apapun dalam mencapai tujuannya demi 
tercapainya kemenangan bagi pihaknya. Tetapi para pihak harus tetap 
memperhatikan berbagai asas yang terdapat dalam hukum humaniter 
internasional, yang antara lain adalah asas perikemanusiaan dan asas 
kesatriaan, sehingga perang atau konflik bersenjata tetap memperhatikan 
aspek-aspek kemanusiaan. 
g.  Distinction Prinsiple 
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Prinsip pembedaan atau distinction Principle merupakan salah satu 
prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip ini 
membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang 
berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua 
golongan, yaitu kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civilian). 
Kombatan adalah golongan orang yang turut serta secara aktif dalam 
permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan orang yang tidak 
turut serta dalam permusuhan (Arlina Permanasari dkk, 1999:73). 
Tujuan dari prinsip ini adalah  untuk mengetahui mereka yang boleh 
turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau 
obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam 
permusuhan sehingga tidak boleh dijadikan sasaran dan obyek kekerasan 
serta mereka harus dilindungi. 
Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum 
yang dinamakan asas pembatasan ratione personae yang menyatakan " 
The civilian population and individual civilians shall enjoy general 
protection againsy danger arising from military operation". Asas ini 
memerlukan penjabaran lebih jauh ke dalam sejumlah asas pelaksanaan 
(principal of application) yaitu (Arlina Permanasari dkk, 1999:74) 
1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara 
kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan 
obyek-obyek sipil; 
2) Penduduk sipil demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak 
boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal reprisal 
(pembalasan); 
3) Tindakan maupun ancaman kekerasan dengan tujuan utamanya untuk 
menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang; 
4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah 
pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk 
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sipil atau setidaknya untuk menekankan kerugian atau kerusakan yang 
tak disengaja menjadi sekecil mungkin; 
5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan 
menahan musuh. 
Menurut Konvensi Jenewa 1949 yang dapat dimasukkan kategori 
kombatan adalah (Arlina Permanasari dkk, 1999:81). 
1) Mereka yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas 
bawahannya; 
2) Mereka yang mengenakan tanda-tanda tertentu yang dapat dikenal dari 
jarak jauh; 
3) Mereka yang membawa senjata secara terbuka; 
4) Mereka dalam beroperasinya mematuhi hukum dan kebiasaan perang. 
Jadi dapat dikatakan bahwa prinsip pembedaan atau distinction 
principle merupakan suatu prinsip untuk membedakan atau mengatur 
tentang subjek perang yang nantinya turut serta secara aktif ataupun pasif 
dalam konflik bersenjata, yang mengakibatkan mereka dapat dijadikan 
sebagai subjek sasaran perang atau sebagai  subjek yang harus dilindungi. 
h.   Prinsip yang mendasari Hukum Humaniter Internasional 
Berbagai prinsip yang mendasari adanya hukum humaniter 
internasional adalah 
1) Berlaku jika pecah perang (konflik bersenjata) 
2) Tidak melarang perang 
3) Tidak berusaha dan wajib menentukan siapa yang menang dan siapa 
yang kalah, benar atau salah dalam perang 
4) Prinsip pembedaan (Distinction Principle) 
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5) Sumber Hukum Humaniter Internasional 
Jadi dari prinsip-prinsip yang mendasari adanya hukum humaniter 
internasional dapat dikatakan bahwa hukum humaniter ada karena terdapat 
berbagai sumber hukum humaniter internasional yang sudah terbentuk dan 
hukum humaniter internasional hanya dapat berlaku pada saat terjadi 
konflik bersenjata dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik 
bersenjata. Hukum humaniter internasional juga mengatur akan subjek 
perang.   
Berlakunya Hukum Humaniter Internasional apabila ada penggunaan 
armed forces (angkatan bersenjata) dari salah satu pihak ke wilayah pihak 
lain tanpa adanya pertimbangan  
1) Penolakan adanya " state war " oleh salah satu pihak; 
2) Berapa lama konflik akan berlangsung; 
3) Berapa jumlah korban yang jatuh. 
Tanpa adanya perhitungan berapa lama konflik yang jatuh dan 
perkiraan berapa jumlah korban yang akan jatuh serta adanya pengakuan 
terhadap perang yang terjadi tidak menghalangi perang atau konflik 
bersenjata akan berlangsung. Namun hal ini juga akan secara otomatis 
menyebabkan berlaku dan mengikatnya hukum humaniter internasional. 
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata 
Internasional 
a.  Pengertian anak 
Berdasarkan International Convention on The Rights of Childs 1989 
dijelaskan, bahwa anak adalah   
Article 1 
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For the purposes of the present Convention, a child means every human 
being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to 
the child, majority is attained earlier. 
Sedangkan yang tercantum dalam Optional Protocol on Involvement 
of Children in Armed Conflict 2000 adalah 
Article 3 
(1). States Parties shall raise in years the minimum age for the 
voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that 
set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the 
Child, taking account of the principles contained in that article and 
recognizing that under the Convention persons under the age of 18 years 
are entitled to special protection. 
 (2). Each State Party shall deposit a binding declaration upon 
ratification of or accession to the present Protocol that sets forth the 
minimum age at which it will permit voluntary recruitment into its national 
armed forces and a description of the safeguards it has adopted to ensure 
that such recruitment is not forced or coerced. 
 (3). States Parties that permit voluntary recruitment into their national 
armed forces under the age of 18 years shall maintain safeguards to 
ensure, as a minimum, that: 
 (a)Such recruitment is genuinely voluntary; 
 (b)Such recruitment is carried out with the informed consent of the 
person’s parents or legal guardians; 
 (c)Such persons are fully informed of the duties involved in such 
military service; 
 (d) Such persons provide reliable proof of age prior to acceptance 
into national military service. 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan "   
Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 ataupun dalam Protokol Tambahan 
1977 tidak ditemukan definisi tentang anak. Ketentuan yang menjadi 
pedoman dalam hal terjadinya sengketa bersenjata, Konvensi Jenewa IV 
1949 dan Protokol Tambahan 1977 hanya mengatur persoalan pemberian 
perlindungan terhadap anak-anak. 
Menurut Dr. Dzakiah Daradjat, anak adalah individu yang masih 
berusia 0-20 tahun dan dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ketika umur 0-
13 tahun disebut kanak-kanak dan pada saat berumur 14-20 tahun disebut 
remaja. (Gatot Supramono, 2000:1) 
Sedangkan menurut Mappiare (1982), anak adalah pria yang berumur 
antara 0-17 tahun dan wanita yang berumur antara 0-18 tahun.(Mohammad 
Ali dan Mohammad Asrori. 2004 : 2) 
Namun, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa dari beberapa aturan 
di atas  bahwa anak adalah setiap orang yang mempunyai umur di bawah 
18 tahun. 
b.  Perlindungan terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata 
Dalam perlindungan umum, anak anak dapat dikategorikan sebagai 
orang-orang sipil yang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. 
Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan 
pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan (Pasal 27 
Konvensi Jenewa IV  1949). Anak tidak boleh dilakukan tindakan-
tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Konvensi 
Jenewa IV sebagai berikut. 
1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh 
keterangan; 
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2) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani; 
3) Menjatuhkan hukuman kolektif; 
4) Melakukan tindakan intimidasi, terorisme dan perampokan; 
5) Melakukan tindakan pembalasan; 
6) Menjadikan mereka sebagai sandera; 
7) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau 
permusuhan terhadap orang yang dilindungi. 
Bilamana terjadi suatu sengketa bersenjata, anak-anak dapat 
dikategorikan sebagai makhluk yang terutama sekali mudah diserang. 
Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam hukum internasional 
mengenai sengketa bersenjata, khususnya Konvensi Jenewa dan Protokol 
Tambahan 1977 yang meliputi : 
1) Hak-hak anak untuk pemeliharaan dan bantuan; 
2) Penempatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam daerah-daerah 
dan zona keselamatan (safety zone) dan rumah sakit; 
3) Penyatuan kembali keluarga tercerai berai oleh sengketa bersenjata 
internasional atau internal; 
4) Pemindahan sementara anak-anak berdasarkan alasan keselamatan 
mereka, khususnya dari kepungan atau daerah kepungan; 
5) Perlindungan lingkungan budaya anak dan pendidikannya; 
6) Perlindungan yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari orang 
tuanya.  
c.  Perlindungan Anak dalam Konvensi Jenewa IV 1949 
Berkenaan dengan perlindungan umum terhadap penduduk sipil 
terhadap akibat-akibat perang tertentu, anak-anak merupakan orang-orang 
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yang harus mendapatkan perlindungan dengan cara mengadakan pada 
waktu damai dan setelah pecahnya permusuhan daerah-daerah serta 
perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan di wilayah 
setiap Peserta Agung, dan apabila perlu di daerah yang didudukinya guna 
memudahkan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-
daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan tersebut, Negara-
negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional diundang untuk 
memberikan jasa baik mereka berkenaan dengan penetapan dan pengakuan 
atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-
perkampungan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 
Konvensi Jenewa IV 1949. 
"Dalam hal suatu daerah diserang atau terkepung, para pihak dalam 
sengketa harus berusaha mengadakan persetujuan-persetujuan setempat 
bagi pemindahan anak-anak dan wanita hamil dari daerah tersebut untuk 
menyelamatkan mereka dari akibat-akibat perang. Pasal 17 Konvensi 
Jenewa IV menentukan bahwa  
"pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha untuk mengadakan 
persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang 
lemah dan orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah yang 
diserang atau terkepung serta memberikan jalan kepada petugas agama 
mana pun juga, para pegawai dan perlengkapan kesehatan dalam 
perjalanan mereka ke daerah-daerah tersebut" 
Selanjutnya, para pihak dalam sengketa bersenjata senantiasa dalam 
keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadikan rumah sakit sipil yang 
diorganisir untuk memberikan perawatan dijadikan sasaran serangan, Pasal 
18 Konvensi Jenewa IV menentukan bahwa  
"rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberikan perawatan 
kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan 
bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi harus selalu 
dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa" 
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Sama halnya dengan rumah sakit yang diorganisir untuk keperluan 
perawatan, iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat 
atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut yang mengangkut orang 
sipil (termasuk anak-anak), tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan 
harus dihormati dan dilindungi. Dalam pasal 21 Konvensi Jenewa IV 
ditegaskan bahwa  
"iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau 
kapal-kapal yang khusus disediakan di laut, yang mengangkut orang sipil 
yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus 
dihormati dan dilindungi. 
Demikian juga halnya dengan pesawat terbang khusus dipergunakan 
untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan 
lemah dan wanita hamil termasuk di dalamnya adalah anak-anak atau 
untuk pengangkutan petugas dan alat-alat kesehatan. Apabila pesawat 
terbang yang khusus tersebut terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang 
khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa, maka pesawat itu 
harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 22 Konvensi Jenewa 1949, bahwa "Pesawat 
terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil 
yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk 
pengangkatan petugas dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, tapi 
harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang pada ketinggian, 
waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa 
yang bersangkutan" 
Pasal 24 menentukan tentang standar khusus untuk keuntungan anak. 
Pihak-pihak dalam sengketa ditegaskan harus mengambil tindakan-
tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima 
belas tahun, yatim piatu atau yang terpisah dari keluarganya sebagai akibat 
perang :  
1)  Tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri;  
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2) Pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan 
mendapat bantuan;  
Anak-anak yang berada dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, 
atau dalam wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa 
diperbolehkan mengirimkan kabar yang benar-benar bersifat pribadi 
kepada anggota-anggota keluarganya, dimanapun keluarga itu berada, dan 
untuk menerima kabar dari anggota-anggota keluarganya tersebut. Untuk 
kepentingan itu, para pihak dalam sengketa harus berhubungan dengan 
suatu perantara netral, seperti Kantor Pusat, dan secara bersama-sama 
menentukan cara untuk menjamin terlaksana sepenuhnya kewajiban-
kewajiban tersebut, terutama dengan bantuan dan Perhimpunan Palang 
Merah Nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Konvensi Jenewa IV 
sebagai berikut : 
"Semua orang dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam 
wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa diperbolehkan 
mengirimkan kabar yang benar-banar bersifat pribadi kepada anggota-
anggota keluarga mereka, di mana pun keluarga itu berada, dan untuk 
menerima kabar dari mereka." 
Apabila karena akibat keadaan-keadaan, pertukaran surat-menyurat 
keluarga dengan perantara pos biasa menjadi sukar, maka pihak-pihak 
dalam sengketa bersangkutan harus berhubungan dengan suatu perantara 
netral, seperti Kantor Pusat termasuk dalam Pasal 140, dan akan 
menentukan bersama-sama dengan kantor pusat itu, cara untuk menjamin 
sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka dengan sebaik mungkin, 
terutama dengan bantuan dan perimpunan Palang Merah Nasional (Bulan 
Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah)" 
Berkenaan dengan terpisahnya suatu keluarga karena perang, upaya 
penyelidikan denga maksud untuk memperbaharui hubungan antar anggota 
keluarga itu, misalnya antara anak dengan orang tuanya, dan jika mungkin 
untuk bertemu, harus dimudahkan oleh para pihak dalam sengketa. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 26 Konvensi Jenewa sebagai berikut : 
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"Setiap pihak dalam sengketa harus memudahkan penyelidikan-
penyelidikan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang terpisah karena 
perang, dengan maksud untuk memperbaharui hubungan satu dengan yang 
lainnya dan untuk bertemu, apabila mungkin. Pihak-pihak dalam sengketa 
itu harus memberikan dorongan kepada pekerjaan-pekerjaan organisasi 
yang melakukan tugas tersebut asal saja mereka itu dapat diterima dan 
menaati peraturan-peraturan keamanan." 
Anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi yang 
berada dalam wilayah para pihak dalam sengketa berhak akan 
penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, 
keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan 
mereka dalam segala keadaan. Mereka dilarang untuk diperlakukan tanpa 
perikemanusiaan. Di samping itu, mereka diharuskan pula untuk diberikan 
perlindungan khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-
ancaman kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek 
tontonan umum. Penegasan tentang hal ini ditetapkan dalam pasal 27 yang 
redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut : 
"Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan 
penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, 
keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan 
mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi 
khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman 
kekerasan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan 
umum." 
Anak-anak di bawah usia 15 tahun, dalam wilayah suatu pihak dalam 
sengketa ditetapkan harus memperoleh manfaat dari tiap perlakuan 
istimewa, seperti juga warga Negara yang bersangkutan. Hal ini berbeda 
dengan orang-orang asing lainnya yang berada dalam wilayah suatu pihak 
dalam sengketa yang mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya 
perlakuan terhadap orang asing pada waktu damai. Ketentuan tentang 
perlakuan terhadap anak-anak di bawah usia lima tahun yang berstatus 
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sebagai orang asing, demikian juga wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-
anak di bawah tujuh tahun diatur dalam Pasal 38 sebagai berikut : 
"Dengan perkecualian tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh 
Konvensi ini, terutama oleh Pasal 27 dan Pasal 41, maka keadaan orang-
orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-
ketentuan mengenai orang-orang asing di waktu damai. Bagaimanapun 
juga hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka : 
1) Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan 
perorangan atau kolektif, yang mungkin dikirim kepada mereka. 
2)  Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan 
memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang 
sama dengan warga negara bersangkutan. 
3) Mereka diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan 
rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka. 
4)  Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya 
peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkirkan 
dari daerah itu seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan. 
5)   Anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari 
anak-anak di bawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap 
perlakuan istimewa, seperti juga warga negara-negara yang 
bersangkutan.   
Perlindungan terhadap anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang 
dilindungi berlaku pula dalam wilayah-wilayah yang diduduki ketika suatu 
sengketa bersenjata terjadi.  
Berkenaan dengan kewajiban kekuasaan pendudukan yang harus 
dilakukannya terhadap anak-anak tersebut, Pasal 50 Konvensi Jenewa IV 
menentukan sebagai berikut : 
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"Kekuasaan pendudukan, dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan 
lokal, harus membantu kelancaran bekerja semua lembaga yang bertujuan 
untuk perawatan dan pendidikan anak-anak. 
Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi 
diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai keamanan, pengobatan 
dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah 
diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat 
anak-anak di bawah 15 tahun. 
Untuk tetap memelihara keutuhan suatu keluarga, anggota keluarga 
yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan 
bersama dalam tempat penginterniran yang sama selama berlangsungnya 
penginterniran. Pemisahan sementara dapat dilakukan atas dasar pekerjaan 
atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX 
seksi ini berkenaan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Secara rinci Pasal 82 
Konvensi Jenewa menentukan sebagai berikut: 
"Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang 
sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama 
dalam tempat penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan 
pemisahan sementara karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau 
untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX dari seksi ini. Orang-
orang yang diinternir boleh memohon agar anak-anak mereka yang hidup 
bebas tanpa perawatan orang tua, diinternir bersama mereka." 
3. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Humaniter Internasional 
Berdasarkan pengertian umum, hukum internasional adalah hukum yang 
berlaku antar negara. Pada umumnya, sanksi yang dijatuhkan pun ditentukan 
berdasarkan hukum internasional yang dijatuhkan terhadap kepada suatu 
negara dan dalam batas hubungan internasional. 
Namun dalam hukum humaniter internasional sebagai bagian yang 
terdapat dalam hukum internasional terdapat perkecualian, karena adanya 
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penetapan pertanggungjawaban di tingkat individu bagi orang yang melakukan 
pelanggaran. (Fadillah Agus, 1997:13) 
Hukum humaniter internasional menuntut setiap negara membuat 
peraturan perundang-undangan yang menetapkan hukuman bagi orang yang 
melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum intenasional. 
Sehingga bagi setiap pelanggar hukum humaniter internasional dapat 
dikenakan sanksi sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya (F. Sugeng 
Istanto, 1991 : 12) 
a. Pelaksanaan Penegakan Hukum Humaniter Internasional 
Pada Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan" Pihak-Pihak 
Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin 
penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan " Dari ketentuan 
Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 tersebut jelas bahwa bagi para pihak 
peserta agung berkewajiban untuk melaksanakan konvensi ini dalam segala 
keadaan. 
Kewajiban bagi para pihak peserta agung untuk melaksanakan 
konvensi juga ditegaskan dalam Protokol Tambahan I Pasal 80 yang 
menyatakan sebagai berikut. 
1) Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa tanpa 
menunda-nunda harus mengambil segala tindakan yang perlu bagi 
pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka di bawah Konvensi dan 
Protokol ini. 
2) Pihak-Pihak Peserta Agung dan Pihak-Pihak dalam sengketa harus 
memberikan perintah-perintah dan instruksi-instruksi untuk menjamin 
ditaatinya Konvensi dan Protokol ini, dan harus mengawasi 
pelaksanaannya. 
Maka dari itu, Setiap Pihak Peserta Agung mempunyai tanggung jawab 
dalam setiap pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional. 
b. Pelanggaran Terhadap Penegakan Hukum Humaniter Internasional 
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Ketentuan-Ketentuan yang termuat dalam dalam Konvensi Jenewa 
maupun Protokol Tambahannya hanya memberikan kerangka hukum yang 
umum. Maka dari itu, bagi para negara penandatangan harus melengkapi 
ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya. 
Konvensi-Konvensi Jenewa dan Protokol tambahannya membedakan 
antara pelanggaran berat dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan 
hukum tersebut. Pelanggaran yang dinyatakan berat terdaftar dalam 
Konvensi-Konvensi Jenewa, tetapi suatu daftar dari semua tindakan lainnya 
yang bertentangan dengan hukum tersebut tidak disusun. Maka dari itu, 
perlu dipertimbangkan juga ketentuan hukum Konvensi lainnya serta hukum 
kebiasaan internasional. 
1) Kategori pelanggaran berat mencakup perbuatan sebagai berikut.  
(Fadillah Agus, 1997 : 18)  
 Sesuai Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV 
a. Pembunuhan disengaja; 
b. Penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk 
percobaan biologis; 
c. Menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas 
badan atau kesehatan. 
   Sesuai Konvensi Jenewa I, II, dan III 
a) Pengrusakan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak 
dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan secara 
luas, dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang. 
Sesuai konvensi Jenewa III dan IV 
b) Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh 
Konvensi Jenewa untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh.  
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c) Merampas dengan sengaja hak-hak tawan perang atau orang yang 
dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil and wajar 
yang ditentukan dalam konvensi ini. 
Sesuai Konvensi Jenewa IV 
a) Deportasi dan pemindahan yang tidak sah; 
b) Penahanan yang tidak sah; 
c) Penyanderaan. 
Sesuai Protokol Tambahan I 
a) Setiap perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan atau 
integritas fisik maupun mental; 
b) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian 
atau luka berat atas badan atau atas kesehatan, sebagai berikut : 
i)  Serangan terhadap masyarakat sipil; 
ii)  Serangan yang membabi  buta yang merugikan masyarakat sipil 
atau obyek sipil; 
iii)  Serangan yang diarahkan pada instalasi yang berisi kekuatan 
yang berbahaya; 
iv)  Serangan yang diarahkan pada perkampungan yang tidak 
dipertahankan dan daerah diluar operasi militer; 
v)  Serangan terhadap orang yang tidak ikut lagi dalam 
pertempuran; 
vi)  Penyalahgunaan tanda pelindung. 
c) Dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai berikut : 
1) Pemindahan sebagian dari masyarakat sipil oleh pihak yang 
menduduki ke dalam wilayah yang sedang diduduki, serta 
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dideportasi atau pemindahan sebagian wilayah atau seluruh 
masyarakat sipil yang diduduki; 
2) Keterlambatan dalam repatriasi tawanan perang atau orang 
sipil; 
3) Tindakan yang merendahkan martabat manusia dan 
diskriminasi berdasarkan perbedaan ras; 
4) Serangan terhadap monumen sejarah, benda budaya dan tempat 
ibadah; 
5) Tidak menghormati hak setiap orang yang dilindungi oleh 
hukum Jenewa untuk menerima pengadilan yang adil dan 
wajar. 
d) Pelanggaran juga dapat timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban 
yang diberikan oleh hukum Jenewa; 
 2) Kategori pelanggaran yang tidak berat mencakup perbuatan sebagai 
berikut (Fadillah Agus, 1997 : 20) : 
a) Setiap perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat, 
namun bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam 
ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang 
diterapkan dalam pertikaian bersenjata; 
b) Setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat, 
namun yang disebabkan karena ketidakterpenuhinya kewajiban untuk 
bertindak sesuai Hukum Humaniter Internasional. 
c.Prosedur Hukum  Penegakan Hukum Humaniter 
Prosedur hukum menjamin penerapan hukum yang efektif. Termasuk 
dalam prosedur hukum disini adalah penentuan pengadilan yang berwenang, 
lingkup wewenang pengadilan tersebut serta peraturan hukum acara pidana. 
1)  Pengadilan yang berwenang 
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a) Hukum Internasional 
Dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I tercantum : 
" Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-
orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk 
melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan 
harus mengadili orang-orang demikian, dengan tak memandang 
kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika 
dikehendakinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain 
yang berkepentingan orang-orang demikian untuk diadili, asal saja 
Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima 
facie " 
Pasal 84 Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan tawanan 
perang menegaskan : 
" Seorang tawanan perang hanya boleh diadili suatu pengadilan 
militer, kecuali apabila undang-undang yang berlaku di Negara 
Penahan dengan tegas memperkenankan pengadilan sipil mengadili 
seorang anggota angkatan perang Negara Penahan berkenaan sesuatu 
pelanggaran khusus yang disangka telah dilakukan oleh tawanan 
perang itu. 
Seorang tawanan perang sekali-kali tidak boleh diadili oleh 
suatu pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan-
jaminan essensil mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, 
sebagaimana umum diakui, dan terutama prosedur yang tidak 
memberikan kepada terdakwa hak-hak dan cara pembela 
sebagaimana diatur dalam Pasal 105 " 
Di samping itu, tercantum dalam Pasal 66 Konvensi Jenewa IV 
mengenai perlindungan penduduk sipil bahwa pelanggar harus diadili 
oleh : 
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" Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang ditetapkan berdasarkan paragraf kedua dari Pasal 
64, maka Kekuasaan Pendudukan dapat menyerahkan si tertuduh 
kepada pengadilan-pengadilan militer yang non politis dan yang 
dibentuk sewajarnya, dengan syarat bahwa pengadilan tersebut 
bersidang di wilayah negara yang diduduki. Pengadilan-pengadilan 
banding sebaiknya bersidang di wilayah yang diduduki " 
Dalam Protokol Tambahan I Pasal 75 (4) mengenai masyarakat 
sipil menyinggung pula soal pengadilan sebagai berikut : 
" Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap 
seorang yang terbukti sebagai pelaku pelanggaran pidana yang 
dilakukan sehubungan dengan pertikaian bersenjata, bila hukuman 
tersebut terlebih dahulu diputuskan oleh pengadilan yang wajar dan 
tak memihak " 
Pada prinsipnya pengadilan yang berwenang adalah pengadilan 
negara dimana pelanggar yang akan diadili berada atau pengadilan 
negara lain yang berkepentingan untuk mengadili pelanggar itu, bila 
si pelanggar telah diserahkan kepada negara tersebut. 
Jadi pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negara 
dimana pelanggar yang akan diadili berada atau pengadilan negara 
lain yang berkepentingan untuk mengadili pelanggar itu, bila si 
pelanggar telah diserahkan kepada negara tersebut. 
Jadi pengadilan yang berwenang adalah pengadilan nasional 
yang bersifat militer atau sipil. Dalam hal ini, tidak perlu mendirikan 
pengadilan khusus. Yang penting, pengadilan nasional itu harus 
memberikan jaminan-jaminan mengenai kebebasan dan sifat tak 
memihak. Dengan kata lain, pengadilan itu tidak boleh bersifat 
politis, baik dari segi komposisinya maupun dari segi kegiatannya. 
b) Undang - Undang Nasional 
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Dengan adanya wewenang kepada pengadilan nasional, maka 
tidak ada permasalahan mengenai prosedur pengadilan. Semua 
diserahkan kepada sistem peradilan nasional dan peraturan-peraturan 
yang mengaturnya. Hanya saja, perlu ditentukan pengadilan mana 
yang mempunyai kewenangan apabila terjadi pelanggaran pidana 
yang dilakukan pada saat pertikaian bersenjata. 
Jadi negara penandatangan tidak perlu merubah sistem 
peradilan mereka, cukup dengan memperluas wewenang pengadilan 
nasional agar dapat mencakup pelanggaran berat seperti ditentukan 
dalam Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan. 
2) Lingkup Wewenang 
a) Hukum Internasional 
Pengadilan nasional berwenang untuk menghukum pelanggaran 
berat, jika pelaku berada di wilayah negara yang bersangkutan. 
Kriteria yang digunakan adalah tempat keberadaan pelanggar, 
bukanlah kebangsaan si pelanggar atau tempat pelanggaran 
dilakukan. Negara tersebut dapat memutuskan dimana pelanggar 
akan diadili dan apakah pelanggar tersebut harus diserahkan kepada 
lain yang lebih berkepentingan dalam hal itu. Satu-satunya kewajiban 
para negara penandatangan adalah menjamin bahwa pelaku 
pelanggaran berat diadili secara efektif. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 49 Konvensi Jenewa I : 
" Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-
orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk 
melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan dan 
harus mengadili orang-orang demikian dengan tak memandang 
kebangsaannya. " 
b) Undang-Undang Nasional 
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Setiap negara dapat menentukan lingkup wewenang pengadilan 
nasional sesuai dengan kriterianya masing-masing. 
(1) Anggota angkatan bersenjata yang melakukan pelanggaran 
berat dihukum oleh pengadilan militer; 
(2) Orang sipil yang melakukan pelanggaran berat dihukum oleh 
pengadilan sipil.  
3) Hukum Acara Pidana 
a) Hukum Internasional 
Hukum internasional hanya menetapkan beberapa jaminan 
yang mutlak harus dihormati dalam proses pengadilan. Dalam Pasal 
49 Konvensi Jenewa I menegaskan bahwa : 
" Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat 
jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak 
boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan 
oleh Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang 
tertanggal 12 Agustus 1949, dalam Pasal 105 dan seterusnya. " 
Pasal-pasal dari Konvensi Jenewa III yang disebut 
menyinggung tentang hak dan cara pembelaan (Pasal 105), hak untuk 
naik banding (Pasal 106), pelaporan keputusan pengadilan (Pasal 
107) dan mengenai pelaksanaan hukuman (Pasal 108). 
Dalam Protokol Tambahan I, Pasal 75 menetapkan beberapa 
jaminan dasar sebagai berikut. 
(1) Orang yang ditangkap dan ditahan harus diberitahukan mengenai 
alasan penangkapan dan penahanan.Setelah alas an tersebut tidak 
ada lagi, orang harus segera dibebaskan. 
(2) Hukuman hanya dapat dijatuhkan dan dilaksanakan, apabila 
hukuman tersebut diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan 
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yang sah dan yang dapat memberikan jaminan mengenai 
kebebasannya. 
(3) Dalam proses pengadilan pengadilan, antara lain jaminan yang 
berikut ini mutlak dihormati : Tersangka harus diberitahu 
mengenai tuduhannya dalam bahasa yang dipahaminya, agar dia 
dapat mempersiapkan pembelaannya. Tanggung jawab pidana 
hanya dapat ditetapkan perorangan. Pelanggaran hanya dapat 
ditentukan dan hukuman hanya dapat dijatuhkan berdasarkan 
hukum pidana yang berlaku pada waktu pelanggaran tersebut 
dilakukan. Setiap tersangka dianggap tak bersalah sebelum 
kesalahannya terbukti. Tak seorang pun dapat dipaksa untuk 
mengaku kesalahannya. Pelanggar tidak dapat dihukum dua kali 
untuk pelanggaran yang sama. Sidang pengadilan pada 
prinsipnya terbuka untuk umum. Setiap orang yang dinyatakan 
bersalah berhak untuk naik banding. 
Jadi setiap negara penandatangan mempunyai kewajiban untuk 
menyelidiki pelanggaran berat, de officio atau atas permintaan pihak 
peserta yang lain. Si tersangka dapat diadili oleh pengadilan nasional 
negara yang bersangkutan atau dapat diserahkan kepada negara lain 
yang lebih berkepentingan dalam kasus itu. Apabila tersangka diadili 
oleh pengadilan nasional, paling tidak jaminan-jaminan yang 
ditegaskan pada Pasal 105 dan berikut Konvensi Jenewa III mutlak 
dihormati. Di samping itu, tersangka yang mempunyai status sebagai 
tawanan perang diberikan jaminan seperti ditetapkan pada Pasal 99 
dan berikut Konvensi Jenewa III. Untuk tersangka yang tidak 
mempunyai status khusus, paling tidak jaminan peradilan seperti 
yang disebut di Pasal 75 (3) dan berikut Protokol I harus dihormati. 
Apabila tersangka diserahkan kepada negara lain, misalnya 
dimana pelanggaran telah terjadi, harus dipastikan dulu bahwa 
negara tersebut telah mempunyai tuduhan yang cukup kuat terhadap 
tersangka itu.  
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b) Undang-Undang Nasional 
Negara penandatangan pada umumnya mengambil sikap 
sebagai berikut. 
(1) Sebagian besar dari negara tidak mengubah sama sekali hukum 
acara pidana nasional 
(2) Beberapa negara, di antaranya Inggris, mengeluarkan undang-
undang baru sehubungan dengan acara pidana untuk mengadili 
pelanggaran tehadap hukum jenewa. 
 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana 
yang berlaku adalah hukum nasional, Sedangkan hukum 
internasional hanya menetapkan beberapa jaminan minimal. 
B.  Kerangka Pemikiran 
Dalam kehidupan manusia, perang atau sengketa bersenjata merupakan 
salah satu kebudayaan dunia yang paling tua di muka bumi ini. Bahkan perang 
atau sengketa bersenjata merupakan salah satu jalan dalam menyelesaikan konflik 
di dunia.Perang ataupun konflik bersenjata selalu menimbulkan kerugian yang 
besar bagi manusia, baik bagi negara yang memenangkan peperangan atau negara 
yang kalah dalam peperangan. Dampak yang paling besar adalah hilangnya 
generasi muda dari pihak yang bersengketa. Banyak korban anak-anak yang tewas 
ataupun terluka dalam konflik bersenjata. Meskipun dampak atau kerugian dari 
akibat perang tidak menimbulkan kerugian secara fisik, Namun ada juga dampak 
yang berujud psikis.Salah satunya adalah hilangnya kebudayaan damai dalam 
kebudayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyak anak-anak di bawah 
umur yang seharusnya memperoleh pendidikan tentang perdamaian dunia dan 
pendidikan lainnya yang membentuk karakter anak yang nantinya menjadi orang 
yang berguna bagi kehidupan dunia, telah mendapat indoktrinasi akan perang, 
yang menyebabkan mereka menjadi orang yang akan selalu berusaha untuk 
mempertahankan hidup dengan kekerasan ataupun peperangan. 
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Hal inilah yang membuat yang membuat negara-negara internasional  
membuat peraturan-peraturan untuk membuat perang atau konflik bersenjata 
menjadi lebih manusiawi bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, 
baik itu kombatan, non kombatan, ataupun penduduk sipil. 
Salah satu aturan tersebut adalah Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 
Tambahan 1977. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang 
implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan hukum 
anak pada waktu konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon, serta 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1.Gambaran Umum Konflik Bersenjata antara Israel dan Libanon  
Israel merupakan suatu negara di Timur Tengah, dikelilingi Laut 
Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu 
dikelilingi pula dua daerah otoritas Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat. 
Dalam pengertian Alkitab, Israel adalah nama kerajaan utara; kerajaan selatan 
adalah Yehuda. 
Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk 
membagi daerah mandat PBB Britania Raya, Palestina. Tetapi, hal ini 
ditentang keras oleh negara-negara Timur Tengah lainnya dan banyak negeri-
negeri Muslim. Kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah 
meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini. 
Sedangkan kota Yerusalem yang dianggap suci tidak hanya oleh orang Yahudi 
tetapi juga orang Muslim dan Kristen akan dijadikan kota internasional.(www. 
wikipedia indonesia. com) 
Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948 dan sehari kemudian 
langsung diserbu oleh tentara dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak dan 
negara Arab lainnya. Tetapi Israel bisa memenangkan peperangan ini dan 
malah merebut kurang lebih 70% dari luas total wilayah daerah mandat PBB 
Britania Raya, Palestina. Perang ini menyebabkan banyak kaum pengungsi 
Palestina yang mengungsi dari daerahnya sendiri. Tetapi di sisi lain tidak 
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kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab .(www. 
wikipedia indonesia. com) 














Gambar 4 : Peta Israel 
Sumber : http:/www.wikipedia indonesia.com 
Sedangkan data negara Libanon adalah 
Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang 
Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah dan Israel. Sebuah negara di 
Timur Tengah, Lebanon berbatasan di barat dengan Laut Tengah (garis pantai 
sepanjang: 225 kilometer) dan di timur dengan Depresi Suriah-Afrika.  
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Lebanon berbatasan dengan Suriah sepanjang 375 km di utara dan di 
timur; dengan Israel sepanjang 79 km di selatan. Perbatasan dengan Israel 
telah disetujui oleh PBB, meskipun sebongkah tanah kecil disebut Shebaa 
Farms yang terletak di dataran tinggi Golan diklaim oleh Lebanon namun 
diduduki oleh Israel, yang mengklaim bahwa tempat itu merupakan tanah 
Siria.  
PBB telah mengumumkan secara resmi bahwa wilayah ini bukan 
merupakan milik Lebanon, namun pejuang Lebanon kadangkala melancarkan 
serangan terhadap orang Israel yang berada di dalamnya. Populasi Lebanon 
terdiri dari beragam grup etnik dan agama: Muslim (Syi'ah, Sunni, Druze, dan 
Alawit), Kristen (Katolik Maronit, Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, 
Armenia, Koptik), dan lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak 1932, 
menandakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan 
keagamaan. Diperkirakan bahwa 49% dari populasi adalah Muslim dan 8% 
Druze; Sisanya adalah Kristen, yang paling dominan adalah Maronit, Ortodoks 
Yunani, Katolik Yunani, Ortodoks Armenia, Katolik Armenia, Khaldea, 
Koptik dan juga minoritas Protestan. Ada kelompok minoritas kecil Yahudi, 
kebanyakan tinggal di luar Beirut. Juga, komunitas kecil (kurang dari 1%) 
Kurdi (juga dikenal sebagai Mhallami atau Mardin) tinggal di Lebanon. Ada 
sekitar 15 juta orang keturunan Lebanon, terutama Kristen, menyebar di 
seluruh dunia. (www. wikipedia indonesia. com) 
Sekitar 360.000 pengungsi Palestina telah terdaftar di Lebanon dengan 
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sejak 1948, perkiraan 
yang tetap tinggal berada antara 160.000 dan 225.000.(www. Wikipedia 
Indonesia. com) 
 
Populasi perkotaan, terkonsentrasi di Beirut dan Mount Lebanon, dikenal 
karena perusahaan komersialnya. Migrasi dan kembalinya penduduk selama 
satu abad setengah telah menciptakan jaringan komersial Lebanon di seputar 
dunia dari Amerika Utara dan Amerika Selatan ke Eropa, Teluk Arab, dan 
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Afrika. Lebanon memiliki banyak pekerja ahli dibandingkan dengan negara 
Timur Tengah lainnya.  
Selama beribu-ribu tahun Lebanon telah menjadi persimpangan utama 
peradaban. Karena itu tidak mengherankan apabila negara kecil ini 
mempunyai budaya yang luar biasa kaya dan hidup. Campuran kelompok etnis 
dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbangkan tradisi 
makanan, musik, sastra, serta festival. Beirut khususnya merupakan panggung 
seni yang sangat hidup dengan berbagai pertunjukan, pameran, pameran mode, 
dan konser yang diadakan sepanjang tahun di berbagai galeri, museum, teater 
dan tempat-tempat terbuka. Masyarakatnya modern, terdidik, sangat mirip 
dengan banyak masyarakat Eropa lainnya di Mediterania. Meskipun sanat 
mirip dengan Eropa, bangsa Lebanon sangat bangga akan warisan mereka dan 
telah menjadikan negeri itu dan khususnya Beirut pusat kebudayaan dunia 
Arab. 
 Lebanon adalah negara anggota Organisation Internationale de la 
Francophonie (negara berbahasa Perancis). Karena itulah kebanyakan orang 
Lebanon berdwibahasa, mampu berbahasa Arab dan Perancis. Namun 
demikian, bahasa Inggris kini sangat populer di Lebanon khususnya di 
kalangan mahasiswa. Di negara ini penganut Kristen bergaul akrab dengan 
penganut agama Islam, dan Lebanon juga merupakan pintu masuk Arab ke 
Eropa serta jembatan Eropa ke dunia Arab. 
Lebanon juga mempunyai sejumlah universitas yang bergengsi, termasuk 
Universitas Amerika di Beirut, Universitas Lebanon milik negara, dan 
Université Saint-Joseph. 
Sejumlah festival internasional diadakan di Lebanon, menampilkan para 
artis kelas dunia dan mengundang turis dari Lebanon dan luar negeri. Di 
antaranya yang terkenal adalah festival musim panas di Baalbeck, Beiteddine, 
dan Byblos, di mana barisan masyarakat elit yang beraneka ragam tampil 
dengan latar belakang sejumlah situs sejarah Lebanon yang paling terkenal 
dan spektakular. 
 lxxix
Lebanon adalah negara Republik yang khas dengan tiga jabatan tertinggi 
disediakan untuk kelompok religius yang telah ditentukan yaitu : 
a. Presiden harus seorang yang beragama Kristen Katolik Maronit  
b.Perdana Menteri harus seorang yang beragama Islam dari aliran  Sunni  
c.Juru Bicara Parlemen harus seorang yang beragama Islam dari aliran Syiah  
Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1943 
antara Presiden (Maronit) dan Perdana Menteri waktu itu (Sunni) dan baru 
diformalkan dengan konstitusi pada tahun 1990. 
Jumlah anggota Parlemen Lebanon juga diatur jumlahnya berdasar 
agama yang dianut yaitu 
Kristen dan Katolik 64 orang terdiri atas :  
Maronit : 34, Ortodoks Yunani : 14, Katolik Yunani : 8, Ortodoks Armenia : 
5, Katolik Armenia : 1, Protestan : 1, Lain-lain : 1.  
Islam dan Druze 64 orang terdiri atas :  
Sunni : 27, Syiah : 27, Druze : 8, Alawi : 2. (www. Wikipedia Indonesia. com) 
 
Parlemen memilih Presiden untuk masa jabatan 6 tahun dan tidak boleh 
dipilih berturut-turut. Walaupun begitu, peraturan ini pernah dilanggar dua kali 
dengan masa perpanjangan jabatan selama 3 tahun pada masa pemerintahan 
Elias Hrawi (1990-1995 diperpanjang hingga 1998) dan Emile Lahoud (1998-
2004 diperpanjang hingga 2007). 
















Gambar 7 : Peta Libanon 
Sumber : http:/www.wikipedia Indonesia.com 
Boleh jadi pendapat yang mengatakan bahwa secara militer Israel harus 
mengakui ketangguhan pejuang Hizbullah (Partai Tuhan) dalam perang 34 
hari ini, ada benarnya. Buktinya hingga gencatan senjata diberlakukan Senin 
14 Agustus 2006 pukul 08.00 waktu setempat atau pukul 12.00 Wib, pasukan 
Israel telah menderita kerugian yang tidak kecil. Baik secara materi dengan 
kehilangan lusinan mesin-mesin perang maupun belasan prajuritnya. 
Walau kelompok pengamat yang objektif mencoba mengatakan bahwa 
kekalahan Hisbullah belumlah bisa dikatakan final. Alasannya, karena pejuang 
Hisbullah dalam melancarkan serangannya berbaur dengan masyarakat sipil 
sehingga jalannya perang sulit dikendalikan. Israel pun akibatnya bertindak 
masa bodoh dengan memberangus target-target yang diidentifikasi ditempati 
para pejuang, meski jelas-jelas di sana banyak warga sipil. Akibatnya tak 
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peduli anak kecil dan wanita, jadi korban bom-bom mematikan yang 
diluncurkan dari jet-jet tempur Israel. Israel memang terkesan tidak peduli 
dengan jatuhnya korban di kalangan sipil. Namun apapun itu, inilah dampak 
perang asimetri yang akibatnya memang sulit ditebak. 
Kemunduran militer Israel yang terpampang di layar kaca dunia selama 
34 hari tak pelak memancing reaksi keras dari senior militer AS sekaligus 
oposisi yaitu Benjamin Netanyahu. Menurut mantan perdana menteri Israel 
kesembilan yang akrab dipanggil Bibi ini, sedari awal militer Israel, katanya, 
telah gagal memetakan ancaman dari hizbullah dan memandang rendah 
musuh. Militer, menurutnya lagi, juga gagal saat menghadapi serbuan dan itu 
kalau ditelusuri tak lepas dari buruknya manajemen perang militer. 
Konflik Israel-Libanon 2006 bisa disebut sebagai rangkaian aksi militer 
dan bentrokan fisik tiada henti di Israel Utara dan Libanon. Aksi militer inilah 
yang akhirnya mempertemukan dua kekuatan yang sesungguhnya tidak 
seimbang yaitu antara sayap bersenjata Hizbullah dan Israel Defence Force 
(IDF). 
Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang 
menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Libanon Selatan pada tanggal 12 
Juli 2006. Dalam aksinya pejuang Hizbullah berhasil menawan dua tentara 
Israel yaitu Ehud Gold-wasser dan Eldad Regev. Tindakan penangkapan ini 
sejalan dengan rencana Hizbullah yang disebut sebagai Operasi Truthful 
Promise (“Janji yang Jujur”). Operasi ini bertujuan untuk membebaskan warga 
Libanon yang ditawan Israel dengan melalui pertukaran tawanan. Peristiwa ini 
kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang 
meghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 
orang. 
Karena aksi militer Hizbullah terus berlanjut, akhirnya Israel 
memberikan perlawanan dengan menggelar Operasi Just Reward (“Balasan 
yang Adil”), lalu namanya di ubah menjadi Operasi Change of Direction 
(“Perubahan Arah”). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang 
ditujukan kea rah Libanon dan pemboman oleh AU Israel, blokade udara dan 
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laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Libanon selatan oleh 
tentara darat IDF.(Angkasa, Oktober : 14) 
Kalau mau ditarik mundur lagi ke belakang, sesungguhnya ada beberapa 
insiden yang melatarbelakangi pecahnya perang 34 hari. Yang jelas adalah 
penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas 
perbatasan. Bagi Hizbullah penawanan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai 
alat diplomasi untuk melakukan pertukaran tawanan guna membebaskan 
warga Libanon dan Palestina yang ditahan Israel. 
Namun apa yang selanjutnya terjadi benar-benar diluar dugaan 
Hizbullah. Israel ternyata membalasnya dengan mengerahkan kekuatan militer 
menyerang Libanon secara bertubi-tubi. Serangan besar Israel ini tentu saja 
mengagetkan Hizbullah, yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan 
membalasnya dengan operasi komando untuk balas menculik anggota 
Hizbullah, seperti yang sudah-sudah.  
Menurut wartawan pemenang Pulitzer, Seymour Hersh, Israel telah lama 
mempersiapkan serangan ini atas restu AS, sebagai penjajakan untuk serangan 
berikutnya ke Iran, penangkapan terhadap dua tentara Israel ini akhirnya 
dijadikan pembenaran untuk menggelar aksi militer. Hizbullah akhirnya 
memberikan perlawanan dengan meluncurkan roket-roket Katyusha ke 
kawasan utara Israel. 
Pada minggu-minggu pertama serangan, jet-jet tempur F-16I Sufa Israel 
membombardir Libanon dengan membabi buta. Salah satu sasaran rudal-rudal 
Israel adalah menara transmisi televisi. Karena serangan ini, sejumlah stasiun 
televisi negara tidak bisa mengudara dan hubungan telefon di sejumlah 
wilayah terputus. 
Tiga rudal menghantam stasiun transmisi milik Libanese Broadcasting 
Corp, Future TV dan televise Al Manar milik Hizbullah. Rudal Israel juga 
menghancurkan menara transmisi sejumlah radio. Memasuki hari ke-11, 
pessawat tempur Israel yang didukung pasukan artileri di darat terus 
membombardir kota-kota yang berada di wilayah perbatasan Libanon selatan. 
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Akibatnya sebagian besar penduduk di kota-kota itu berupaya mengungsi 
kebagian utara Libanon. 
 Perdana Menteri Israel Ehud Olmer berkata, serangan akan dihentikan, 
jika Hizbullah membebaskan dua tentara Isarel. Hizbullah hendaklah 
menghentikan serangan roket dan pemerintahan Libanon melaksanakan 
Ketetapan Majelis Umum PBB 1559, yaitu perlucutan senjata oleh Hizbullah. 
Israel menuduh Hizbullah telah melancarkan 130 roket dalam waktu 48 jam 
menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainya luka-luka. Serangan 
roket Hizbullah ini dilakkan setelah serangan bom Israel ke Libanon. 
Bahkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Dan 
Halutz (mantan pilot F-4 dan F-16 ) ketika diwawancarai mengatakan, “ jika 
prajurit kami tidak dikembalikan, kami akan memutar waktu Libanon ke 
keadaan 20 tahun lalu.” Segera sesudah itu, jet-jet tempur Israel 
meluluhlantakkan jembatan, gedung, menara komunikasi dan segala 
infrastruktur yang mereka curigai menjadi basis tentara Hizbullah. Sebanyak 
400 tank berat Merkava diterjunkan, kali ini dengan varian Mk 3B LIC yang 
memang sudah dirancang untuk perang kota.( Angkasa, Oktober:15) 
Menanggapi aksi balasan Hizbullah, Perdana Menteri Libanon Fuad 
Siniora mengatakan bahwa Israel harus mengembalikan wilayah Sheeba 
Farms kepada Libanon sebelum melakukan pelucutan senjata Hizbullah, 
mengingat penyebab adanya Hizbullah adalah untuk membebaskan Libanon 
dari pendudukan Israel. Hizbullah merupakan organisasi Islam Syiah. Ada 
yang pro-Suriah dan pro-Iran. Hizbullah mempunyai perwakilan di parlemen 
Libanon dan ada yang menjadi menteri Libanon. 
Sebelum penangkapan dua tentara Israel yang dianggap “ hanya “ 
pencetus perang ini sebenarnya telah terjadi insiden pendahuluan pada 28 Juni 
2006. Dalam insiden itu, tiga kelompok milisi mengklaim telah menculik 
Kopral Gilad Shalit ( 19 tahun ) untuk mendesak pemerintahan Israel agar 
melepaskan seribu tahanan. Ketika kelompok perlawanan itu meminta Isrel 
segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Dalam 
serangannya, pejuang yang disebut dari Hamas ini menyusup melalui 
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terowongan yang mereka gali dua bulan sebelumnya di Kerem Shalom. Dalam 
serangan itu, seorang tentara Israel tewas dan seorang lagi ditahan.  
Israel yang sejak awal memang sudah menolak segala bentuk kompromi, 
lansung melancarkan serangan ke sejumlam kamp milik Fatah dan Hamas. 
Termasuk beberapa lokasi yang ditengarai potensial untuk melarikan sang 
kopral dari tempat penyekapannya di selatan Gaza. Militer Israel hanya butuh 
waktu satu jam untuk menembus masuk setelah kabinet Israel memerintahkan 
angkatan perangnya memperluas wilayah operasi hingga ke Tepi Barat dan 
Jalur Gaza. Operasi ini dimaksudkan untuk menghentikan serangan Hamas 
dan menyelamatkan si kopral. 
Dalam tujuh malam sejak penculikan tentaranya, jalur Gaza digempur 
serangan udara dengan habis-habisan. Israel bahkan bersumpah akan 
meningkatkan aksi militernya untuk membebaskan anggotanya. Israel juga 
akan mengancam menghabisi para pemimpin Hamas yang berbasis di 
Damaskus. Desakan terhadap Suriah untuk bertanggung jawab atas 
perlindungan militan dilontarkan pada 5 Juli 2006. Dengan sejumlah bala 
tentara yang masih beroperasi dijalur Gaza, Isreal melebarkan ancamannya 
terhadap Suriah. 
Krisis Timur Tengah semakin memanas setelah sejumlah kelompok 
militan, termasuk sayap militer Hamas memberi tenggat selasa (4 Juli 2006) 
pukul 6 pagi  agar Israel membebaskan seribu lima ratus tahanan Palestina 
dalam waktu kurang dari 24 jam. Dalam sebuah pernyataan di situs internet, 
senin (3 Juli 2006) pejuang Palestina berujar, “ kami memberi waktu kepada 
para Zionis hingga pukul 06.00 besok pagi, selasa (4 Juli 2006). Jika musuh 
tidak merespon tuntutan kemanusiaan sebagai syarat pembebasan tentara 
seperti yang kami sebutkan dalam selebaran sebelumnya, kami akan 
mempertimbangkan untuk mengakhiri kasus itu. Selanjutnya, musuh harus 
menanggung seluruh akibatnya.” 
Pejuang Palestina tidak menyinggung apa saja yang harus dipikul Israel 
jika tidak membebaskan tahanan Palestina. Namun, sejumlah pihak 
berspekulasi bahwa Shalit akan dieksekusi. Sampai batas waktu yang telah 
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ditentukan, pihak Israel tidak memenuhi tuntutan pembebasan tahanan 
Palestina. Di pihak lain, Palestina juga tidak memberikan informasi sedikit 
pun mengenai kondissi tahanannya apakah tawanannya sudah meninggal atau 
masih hidup. “ Israel tidak akan mengalah kepada musuh” kata anggota 
kabinet Israel Roni Bar-On kepada radio Israel. 
Jalan keluar yang memenuhi kebuntuan itu (dead lock), akhirnya pecah 
setelah menahan tekanan yang demikian besar pada 12 Juli pagi. Kedua 
tentara dari Israel dan Hizbullah terlibat pertempuran sengit di perbatasan 
Israel-Libanon. Penangkapan itu diumumkan Hizbullah melalui jaringan TV 
Al Manar. Hilangnya dua tentara diakui kementerian pertahanan Israel. Pada 
tahun 2000, Hizbullah juga pernah menahan tiga tentara Israel dan tewas 
selama operasi. Mayat ketiganya kemudian ditukar dengan sejumlah tahanan 
Libanon. 
Perang singkat 34 hari ini memang telah menghancurkan sendi-sendi 
kehidupan masyarakat Libanon. Tidak hanya kehilangan 1.11. orang tewas di 
pihak Libanon, namun juga kehilangan ribuan pemukiman.(Angkasa, 
Oktober:16)  
Data Konflik Israel dan Libanon 2006 : 
Tanggal   : 12 Juli 2006 – 14 Agustus 2006 









 Tabel 1.Data Konflik Israel dan Libanon 2006 
 Sumber : http:/www.wikipedia Indonesia.com 
Peristiwa-peristiwa penting pada saat terjadinya konflik bersenjata antara 
Israel dan Libanon 
a 12 Juli - Pejuang Hizbullah menangkap dan kemudian menyandera dua 
tentara Israel. 
b 13 Juli - Israel mengebom satu-satunya bandar udara internasional di 
Lebanon, Bandara Internasional Rafik Hariri dan juga sebuah stasiun 
televisi.  
c 14 Juli – Pesawat tempur Israel membom jalan raya Beirut-Damaskus, 
memperketat blockade laut, udara dan darat atas Libanon.  
d 15 Juli - PM Lebanon Fouad Siniora menyerukan diadakannya gencatan 
senjata di bawah pengawasan PBB, sementara pesawat-pesawat tempur 
Israel menyerang kawasan Beirut tengah. Sebagai balasan, roket-roket 
 ISRAEL LIBANON HIZBULLAH 
Pemimpin Dan Halutz Michael Sulaiman Hasan Nasrallah 
Kekuatan 
Militer 
70.000-90.000 3.000-10.000 35.000-40.000 
Korban 52 tewas personil 
militer, 517 luka-













Hizbullah menghujani Israel. Sebuah kapal perang Israel dirusakkan oleh 
serangan Hizbullah.  
e 16 Juli – Roket Hizbullah menewaskan 8 orang di kota Haifa. 
f 18 Juli - Sekjen PBB, Kofi Annan menyerukan dibentuknya sebuah 
pasukan internasional di Lebanon untuk mengakhiri krisis.  
g 19 Juli – Tentara Israel menyeberangi perbatasan untuk menyerang pos-
pos Hizbulah. 
h 24 Juli – Untuk pertama kali, dua pejuan Hizbullah tertangkap tentara 
Israel di Maroun Al Ras. 
24 Juli – Menlu AS Condoleeza Rice bertemu dengan PM Libanon Fouad 
Siniora.   
i 25 Juli - Serangan udara Israel terhadap pos PBB di Khiam, Lebanon 
Selatan menewaskan 4 pengamat keamanan PBB. Dua hari kemudian, 
Dewan Keamanan PBB gagal mencapai kesepakatan untuk mengutuk 
tindakan Israel, karena AS memveto setiap upaya yang mengkritik Israel 
atas serangannya terhadap Lebanon.  
25 Juli – Empat pengamat PBB tak bersenjata menjadi korban tewas yang 
diakibatkan oleh serangan udara Israel 
j 26 Juli – Serangan komando pasukan Israel di kota Bint Jbeil berakibat 
tewasnya 9 tentara Israel dan 27 terluka oleh pejuan Hizbullah. Semua 
korban berasal dari pasukan elit Brikade Golani. Kegagalan operasi 
komando ini dibahas serius di kabinet Israel. 
k 30 Juli - (1.30 pagi waktu setempat) Israel menyerang gedung tempat 
pengungsi berlindung di kota Qana, Lebanon, menewaskan sedikitnya 54 
orang, termasuk 37 orang di antaranya masih anak-anak. Lebih dari 600 
warga sipil Lebanon telah tewas akibat serangan Israel dalam 18 hari 
terakhir. 300.000 lebih warga Israel utara mengungsi. 
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l 30 Juli - Israel setuju untuk menghentikan serangan udara selama 48 jam 
di Lebanon Selatan. Sebagian besar serangan udara Israel dihentikan. 
Hizbullah juga mengurangi dengan drastis jumlah roket yang mereka 
luncurkan.  
m 1 Agustus - Israel melanjutkan serangan udaranya. Militer Israel 
memutuskan untuk mengembangkan serangan hingga Sungai Litani, 
sekitar 30 kilometer dari perbatasan Israel.  
n 2 Agustus – Hizbullah menembakkan 231 roket Katyusha. 
2 Agustus – Pasukan komando Israel menculik 5 pejuang Hizbullah dalam 
serangan malam hari dengan helikopter di Baalbek.  
o 6 Agustus – Bombardir roket di Kfar Giladi menewaskan 12 tentara Israel 
dan melukai lainnya. 
p 7 Agustus – Lebih dari 50 warga Libanon tewas dalam serangan udara 
beruntun. Libanon menurunkan 15.000 personil tentara ke selatan. 
q 11 Agustus - Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 1701 untuk 
mengakhiri konflik ini. 
11 Agustus – Pasukan sementara PBB dalam Angkatan Bersenjata 
Libanon mengevakuasi 350 tentara dan polisis Libanon di bawah 
perjanjian dengan Israel 
11 – Agustus Serangan udara Israel menewaskan 12 orang. 
r 13 Agustus - Kabinet Israel mengesahkan gencatan senjata dengan 24 
suara mendukung, tidak ada yang menentang, dan 1 suara abstain. 
s 14 Agustus – Gencatan senjata diberlakukan Senin 14 Agustus 2006 pukul 
08.00 waktu setempat atau pukul 12.00 Wib. 
Sumber : http:/www.wikipedia Indonesia.com 
Agresi militer yang dilancarkan Israel ke negara Libanon pada tanggal 
12 Juli 2006 selama 34 hari ini meskipun mendapat tentangan dari banyak 
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pihak. Perang ini dapat dikategorikan tidak sah meskipun Israel melalui 
perdana menterinya telah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat 
dunia tentang serangan yang akan dilancarkan oleh Israel dengan alasan untuk 
membebaskan dua tentaranya yang ditawan oleh Hizbullah dan serangan 
tersebut akan dihentikan apabila Hizbullah mengembalikan kedua tentara 
Israel yang ditawan 
Langkah ini dianggap sebagai salah satu solusi agar kedua tentaranya 
yang ditawan dibebaskan tanpa syarat oleh Hizbulah, tetapi serangan ini tidak 
mendapat persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB. Serangan Israel semakin 
membabi buta dengan menyerang seluruh objek militer maupun sipil 
Libanon.Israel berdalih bahwa serangan ini dilakukan karena Hizzbulah 
membaur dengan masyarakat.Akibatnya adalah tidak adanya perlindungan 
terhadap penduduk sipil dalam serangan tersebut, dan dalam minggu pertama 
serangan Israel, banyak penduduk sipil yang tewas termasuk anak-anak 
menjadi korban.  
Libanon memang mempunyai kewajiban untuk melucuti senjata 
Hizzbulah menurut Ketetapan Majelis Umum PBB 1559.  Namun Libanon 
merasa Hizbullah adalah gerakan perjuangan yang mempunyai tujuan untuk 
mebebaskan Libanon dari pendudukan Israel, dan Libanon menolak untuk 
melaksanakan Ketetapan PBB 1559 sebelum Israel mengembalikan wilayah 
yang telah diduduki kepada Libanon. 
Menurut Piagam PBB, ada dua alasan untuk menggunakan kekuatan 
bersenjata dalam konflik internasional yaitu sesuai dengan Pasal 51, pertama: 
penggunaan kekerasan hanya bisa dilakukan untuk mempertahankan diri dari 
serangan yang bersifat aktual atau yang akan terjadi dalam waktu singkat, 
kedua:penggunaan kekerasan hanya bisa dilakukan jika sudah mendapat 
persetujuan Dewan Keamanan PBB dan dilakukan secara kolektif. 
Dapat dikatakan serangan Israel terhadap Libanon telah melanggar 
ketentuan pasal tersebut, karena secara sepihak Israel telah melancarkan 
serangan terhadap Libanon. Dan serangan yang dilakukan oleh Hizbulah pun 
juga bertujuan hanya untuk membuat Israel meninggalkan wilayah Libanon 
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yang diduduki secara paksa walaupun tidak dibenarkan juga serangan yang 
dilakukan Hizbullah terhadap Israel telah mengenai wilayah pemukiman di 
Israel. 
Keputusan Israel untuk menyerang Libanon secara sepihak walaupun 
tidak diakui sebagai perang yang sah, tetapi berdasarkan Konvensi Jenewa IV 
tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil pada waktu konflik 
bersenjata, ketentuan ini tetap berlaku bagi pihak yang terlibat dalam 
pertikaian tersebut. Pasal 1 dari Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan 
" Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan 
menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan." 
Pasal 2 dari konvensi ini juga menyatakan  
" Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan 
dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa 
perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang 
mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun 
keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. 
Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan 
sebagian atau seluruhnya wilayah dari pihak peserta agung, sekalipun 
pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. 
   Meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin 
bukan peserta dari konvensi ini, negara-negara yang menjadi peserta konvensi 
ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka 
selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan negara bukan 
peserta, apabila negara-negara tersebut kemudian ini menerima dan 
melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini." 
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka konvensi ini berlaku bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dengan demikian para pihak 
harus meghormati dan menjamin atas penghormatan atas konvensi ini dalam 
segala keadaan dan melindungi penduduk sipil yang merupakan orang-orang 
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yang harus dilindungi dalam konvensi ini termasuk juga anak-anak di 
dalamnya yang mendapat perlindungan dalam konflik bersenjata. 
2.Implementasi Ketentuan Konvensi Jenewa IV 1949 pada Konflik Bersenjata 
antara Israel dan Libanon 
Sejak negara Israel melakukan tindakan penyerangan secara sepihaknya 
ke wilayah negara Libanon, banyak anak-anak yang menderita luka-luka, baik 
luka berat maupun ringan, termasuk juga luka secara fisik dan psikis bahkan 
tidak sedikit pula yang meninggal.  
Penyerangan Israel banyak menyebabkan anak-anak kehilangan orang 
tua mereka ataupun terpisah dari orang tua serta keluarga mereka. Anak-anak 
dipaksa untuk melihat bagaimana orang tua dan keluarga mereka mati, 
kehilangan rumah atau pemukiman dan harta benda mereka sehingga 
menyebabkan trauma yang mendalam yang nantinya akan sulit dihilangkan 
dari pikiran mereka. Mereka harus bertahan hidup sendirian ataupun bersama 
keluarga mereka yang tersisa di kamp-kamp pengungsian yang disediakan 
bagi oleh pemerintah setempat ataupun organisasi internasional. Bahkan ada 
anak-anak yang rela mengangkat senjata hanya karena mereka sudah tidak 
punya apa-apa lagi. 
Serangan Israel terhadap mereka berdampak sangat besar sekali, baik 
secara fisik ataupun psikis. 
Hal ini tentu saja berkaitan dengan perlindungan umum terhadap 
penduduk sipil terhadap akibat-akibat perang tertentu, anak-anak dibawah lima 
belas tahun dan wanita-wanita hamil serta ibu dari anak yang berumur 
dibawah tujuh tahun merupakan orang-orang yang harus mendapatkan 
perlindungan dengan cara mengadakan pada waktu damai dan setelah 
pecahnya permusuhan daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan 
rumah sakit dan keselamatan di wilayah setiap Peserta Agung, dan apabila 
perlu di daerah yang didudukinya.  
Guna memudahkan penetapan dan pengakuan atas rumah sakit dan 
daerah-daerah keselamatan serta perkampungan-perkampungan tersebut, 
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Negara-negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional diundang 
untuk memberikan jasa baik mereka berkenaan dengan penetapan dan 
pengakuan atas rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan serta 
perkampungan-perkampungan yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 14 Konvensi Jenewa IV 1949. 
" Dalam waktu damai, pihak-pihak Peserta Agung dan setelah pecahnya 
permusuhan, pihak-pihak dalam permusuhan itu dapat mengadakan dalam 
wilayah mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, 
daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan 
keselamatan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang 
luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita-
wanita hamil serta ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun dari akibat 
perang. 
Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan pihak-
pihak yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang 
pengakuan bersama daripada daerah dan perkampungan yang telah mereka 
adakan. 
Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan 
rencana yang dilampirkan pada konvensi ini, dengan perubahan yang dianggap 
perlu. 
Negara-negara pelindung serta Komite Palang Merah Internasional 
diundang untuk memberikan jasa baik mereka guna memudahkan penetapan 
dan pengakuan atas rumah sakit dan daerah-dareah keselamatan serta 
perkampungan-perkampungan."   
Penyerangan Israel ke wilayah Libanon telah menyebabkan banyak 
penduduk sipil Libanon menjadi korban. Bahkan menurut majalah Angkasa 
edisi Oktober menyebutkan jumlah penduduk yang tewas adalah 1110 jiwa 
dan yang luka-luka mencapai 3700 orang dan 900.000 penduduk Libanon 
menjadi pengungsi. Diantara ribuan korban Libanon tersebut, sebagian besar 
dari mereka termasuk juga adalah anak-anak.  
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Berikut ini adalah data mengenai peristiwa konflik bersenjata yang 
belum sepenuhnya menggambarkan pengimplementasian ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai perlindungan hukum 
anak dalam konflik bersenjata internasional. 
a.Peristiwa tanggal 15 Juli 2006 
Israel membabi-buta Jumat kemarin dengan menggempur lagi bandara 
Beirut, Libanon. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Israel juga 
menggempur jalan-jalan, pusat pembangkit listrik dan jaringan komunikasi 
di negeri itu. 
Roket-roket Israel menghantam landasan bandara internasional Beirut. 
Saksi mata menuturkan, jet tempur itu kemudian membobardir jalan layang 
di sebelah selatan bandara. 
Bandara ditutup sejak serangan udara Israel menghantam landasan dan 
meledakkan tangki bahan baker Kamis lalu. Empat pesawat millik Middle 
East Libanon buru-buru lepas landas menuju Amman dalam keadaan kosong 
penumpang beberapa saat sebelum serangan itu. Jalan raya utama Beirut-
Damaskus juga dibombardir semalam. Militer Israel memperketat blokade 
darat, laut dan udara atas Libanon.  
Kawasan permukiman di pinggiran Beirut yang banyak dihuni muslim 
Syiah ikut menjadi sasaran bombardir, sebanyak tiga orang tewas dan 40 
orang luka-luka. Jumlah korban tewas seluruhnya menjadi 60 orang 
kemarin. Sebagian besar korban adalah warga sipil termasuk anak-
anak.(Suara Merdeka, 15 Juli 2006:14) 
b.Peristiwa tangal 16 Juli 2006 
Israel menembakkan roket ke wilayah perbatasan Libanon dan Suriah 
Sabtu kemarin. Serangan itu bertujuan untuk memutuskan akses darat 
Libanon ke Suriah. Sedikitnya 29 Warga Sipil tewas termasuk diantaranya 
adalah anak-anak dalam serangan udara yang dilakukan Israel.  
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Rudal Israel menghantam sebuah minibus di dekat pelabuhan Tyre, 
Libanon selatan. Sedikitnya 17 orang tewas dalam serangan itu. Korban 
tewas itu mencakup delapan anak Libanon, Polisi mengatakan enam orang 
terluka akibat serangan rudal itu. 
Minibus tersebut membawa keluarga yang mengungsi dari desa 
Marwaheen. Tujuh dari korban tersebut berasal dari sebuah keluarga. 
Pesawat Israel juga meratakan gedung Sembilan lantai yang menjadi kantor 
utama Hizbullah di Beirut. Israel juga menghancurkan jalan, pom bensin di 
Libanon utara, timur, dan Selatan. Aparat keamanan mengatakan, 12 orang 
tewas dan 32 lainnya luka luka dalam serangan ini.. 
Agresi Israel sejak Rabu lalu telah menewaskan  96 orang, tidak 
terkecuali anak-anak. Diantara korban tersebut adalah penduduk sipil, 
kecuali dua anggota Hizbullah dan sorang polisi. (Suara Merdeka,16 Juli 
2006:1) 
Seven Canadian members of a Lebanese family from Montreal, 
including four children, were killed and six severely injured by an Israeli 
attack on Aitaroun in South Lebanon.. An eighth member of the family died 
later from injuries sustained in the blast. (www.free encyclopedia.com) 
A family of four Brazilians, including two children, was killed in the 
Israeli bombings in Srifa drawing condemnation from foreign relations 
minister Celso Amorim. Another Brazilian child was killed in an Israeli 
strike in Tallousa.(www.free.encycyclopedia.com). 
c.Peristiwa 18 Juli 2006 
Roket Hizbullah telah mengenai sebuah rumah sakit di Safed di 
sebelah utara Galilee dan menewaskan delapan orang. (www.free 
encyclopedia.com) 
d.Peristiwa 19 Juli 2006 
Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 26 warga Libanon. 
Sembilan orang dalam satu keluarga tewas dan empat lainnya terluka akibat 
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serangan udara Israel di rumah mereka di Desa Aitaroun . Dalam serangan 
terpisah di Libanon selatan empat orang juga menemui ajal. 
Sebuah truk bermuatan bantuan medis dari Uni Emirat Arab dihantam 
rudal Israel di jalan Beirut Damaskus. Sopir truk itu tewas. Negara-negara 
Eropa mengirim kapal dan pesawat untuk mengevakuasi warga yang 
terlantar akibat Israel telah membombardir bandara Internasional Beirut. 
Sekitar 100.000 warga Libanon juga telah mengungsi. Sejauh ini agresi 
militer Israel telah menewaskan 230 orang Libanon dan sebagian diantara 
korban adalah anak-anak, 26 orang diantaranya adalah pejuang Hizbulah dan 
serdadu Libanon. Ini adalah gempuran terbesar terbesar Israel sejak negara 
Yahudi tersebut menginvasi Libanon pada 1982.(Suara Merdeka, 19 Juli 
2006:14) 
e.Peristiwa 20 Juli 2006      
Pasukan Darat Israel Rabu kemarin telah menerobos perbatasan 
Libanon Selatan. Untuk pertama kali pertempuran pecah dalam konflik 
Israel dan Libanon yang telah berlangsung delapan hari itu. Selain 
menyerang melalui darat, Israel menggencarkan serangan udara. Sedikitnya 
49 warga sipil Libanon tewas. 
Meski ada upaya diplomasi internasional, tidak ada tanda-tanda Israel 
memenuhi permintaan pemerintah Libanon untuk menghentikan serangan 
yang telah menewaskan 285 warga Libanon. 
Sedikitnya 12 warga Libanon, termasuk anak-anak, tewas dan 30 
lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel yang membabi buta. 
Gempuran-gempuran rudal Israel itu menghancurkan beberapa rumah di 
Desa Srifa, Libanon Selatan.( Suara Merdeka,20 Juli 2006:12) 
f.Peristiwa tanggal 23 Juli 2006 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Kofi Annan 
memperingatkan sabtu kemarin, bencana besar kemanusiaan akan terjadi 
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ketika tentara Israel menyerbu Libanon dalam Invasi serangan darat besar-
besaran. 
Lebih dari 300 warga Libanon, kebanyakan dari mereka adalah warga 
sipil, tewas sejak gempuran membabi buta Israel di Libanon Selatan. 
Sementara itu, ribuan warga sipil Libanon mengungsi ke utara karena 
khawatir Israel akan menginvasi dan memperluas gempuran ke permukiman 
penduduk. Bombardir selama 11 hari itu telah menewaskan 345 orang, 
sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk anak-anak.(Suara 
Merdeka, 23 Juli 2006:14)  
g. Peristiwa tanggal 24 Juli 2006 
"Ini sangat mengerikan. Saya tidak tahu apakah gempuran itu telah 
menghancurkan tiap-tiap blok perumahan, " kata Jan Egeland, koordinator 
bantuan kemanusiaan PBB, setelah dia mengunjungi distrik Haret Hreik. 
"Serangan negara Yahudi benar-benar telah melanggar hukum 
humaniter. Ini jauh lebih besar daripada yang saya bayangkan" 
Pesawat-pesawat tempur Israel telah membombardir distrik itu hampir 
setiap malam sejak awal konflik. 
Egeland mengatakan sekitar 500.000 sampai 1.000.000 orang di 
Libanon membutuhkan bantuan internasional. Namun penyaluran bantuan ke 
sana membutuhkan jalur yang aman. "Sejauh ini Israel tidak memberikan 
akses yang aman ke Libanon" katanya. 
Gempuran Israel ke Libanon selatan telah menewaskan sedikitnya 375 
orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk anak-anak. 
Sedangkan serangan Hizbullah sejauh ini telah menewaskan 37 warga Israel. 
Egeland mengatakan PBB berencana untuk mengirimkan bantuan 
kemanusiaan menggunakan armada truk dan kapal ke Beirut dan kota Tyre, 
Libanon Selatan. " Kami terutama sangat mengkhawatirkan daerah Beirut 
dan wilayah Libanon Selatan. Ada korban luka-luka yang tidak mendapat 
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pengobatan, dan mendapat air minum serta puluhan ribu orang terperangkap 
dalam zona perang" kata Egeland. ( Suara Merdeka, 24 Juli 2006:1) 
Untuk pertama kali sejak agresi 12 Juli lalu, Israel menyerang ke kota 
pelabuhan Sidon di Libanon Selatan kemarin.Serangan itu telah merusak 
tempat ibadah dan melukai empat warga sipil. 
Lebih dari 35.000 orang telah mengungsi dari Sidon ke Libanon 
Selatan utara sejak perang terbuka pecah. Serangan ke minibus yang 
membawa pengungsi dari desa Tairi menuju kota Tyre. Aparat keamanan 
Libanon menjelaskan, minibus itu dihantam rudal saat melewati jalan di 
dekat desa Yaatar.Tiga orang tewas dan 13 lainnya terluka. 
Televisi Libanon melaporkan sedikitnya empat orang tewas akibat 
serangan udara di wilayah Selatan. Selain itu, 45 orang terluka setelah 
pesawat-pesawat tempur Israel menyerang desa-desa sekitar Tyre.  
Sejauh ini gempuran Israel telah menewaskan sedikitnya 375 orang, 
sebagian besar korban adalah warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. 
Korban tewas di pihak Israel mencapai 36 orang ( 19 di antaranya adalah 
serdadu). (Suara Merdeka, 24 Juli 2006:14)  
h.Peristiwa tanggal 25 Juli 2006 
Media Israel melaporkan, pasukan Israel kemarin telah mencapai 
pinggiran Bint Jbeil,yang berada di sebelah utara Desa Maroun ar-Ras. Desa 
itu telah menjadi medan tempur dalam beberapa hari terakhir. 
Pesawat-pesawat tempur Israel kemarin juga melancarkan serangan ke 
Libanon Selatan. Sedikitnya tiga orang tewas dan lainnya luka-luka akibat 
serangan udara itu. Bom-bom juga dijatuhkan di sebuah perkampungan 
Syiah di Beirut. Di dalam perkampungan tersebut berbagai macam sarana 
sipil termasuk rumah sakit dan sekolah-sekolah yang sekarang hancur akibat 
serangan udara Israel. 
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Konflik Israel dan Libanon dipicu oleh penculikan dua serdadu Israel 
oleh gerakan Hizbullah pada 12 Juli 2006 lalu, sekitar 375 warga Libanon 
telah tewas termasuk diantaranya adalah anak-anak akibat agresi Israel. 
Serangan udara Israel juga menghancurkan infrastruktur sipil Libanon. 
Sejauh ini, korban di pihak Israel mencapai 37 orang.(Suara Merdeka,25 Juli 
2006:14) 
i. Peristiwa tanggal 26 Juli 2006 
Para menteri dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara (ASEAN) yang bertemu di ibukota Malaysia untuk pertemuan 
tahunan, mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya 
kekerasan di Timur Tengah. 
Mereka mengutuk Israel karena melakukan tindakan yang tidak 
proporsional, diskriminatif dan berlebihan terhadap Libanon dan Palestina. 
Lebih banyak warga sipil yang menjadi korban, termasuk wanita dan anak-
anak. Menurut mereka, hal itu akan mengancam upaya-upaya untuk 
menghidupkan kembali proses perdamaian. 
Perang hari ke-13 ini telah menelan korban 377 jiwa di Libanon dan 
sedikitnya 37 warga Israel. 
Rangkaian pengeboman yang dilakukan Israel menyebabkan setengah 
juta orang meninggalkan rumah mereka dan menimbulkan kerusakan berat 
pada infrastruktur pada negara itu. (Suara Merdeka,26 Juli 2006:14 
j.Peristiwa tanggal  30 Juli 2006 
Israel, Sabtu kemarin, menolak permintaan gencatan senjata sementara 
yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menolong warga 
sipil yang terperangkap dalam zona perang. 
Padahal gempuran militer Israel telah menewaskan ratusan orang dan 
merusak infrastruktur sipil Libanon. Bantuan kemanusiaan dan suplai bahan 
makanan ke zona perang pun terganggu. 
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Badan-badan Israel juga tidak mau menyediakan jalur aman bagi 
warga sipil di Libanon Selatan. 
Beberapa hari lalu , empat pengamat PBB menjadi korban serangan 
brutal militer Israel. 
Koordinator Bantuan Darurat PBB Jan Egeland Jumat lalu meminta 
Israel menghentikan serangan selama 72 jam. Tujuannya agar para pekerja 
kemanusiaan dapat mengirimkan bantuan dan mengevakuasi orang lanjut 
usia, anak-anak, dan korban yang luka-luka. (Suara Merdeka,30 Juli 2006:1) 
k. Peristiwa tanggal 31 Juli 2006  
Agresi Militer Isarel di Libanon Selatan makin tak terkendali. Sebuah 
gedung penampungan pengungsi di desa Kafr Qana di dekat perbatasan 
menjadi sasaran serangan udara Minggu dini hari kemarin. Sebanyak 54 
warga sipil tewas, termasuk di antaranya 37 anak-anak, saat sedang terlelap 
dalam tidur. 
Serangan brutal itu merupakan yang paling berdarah selama konflik 
yang sudah memasuki hari ke-19 itu. 
Polisi menuturkan, Qana dibom pada pukul 01.30 dini hari waktu 
setempat (05.30 WIB). Sebuah bangunan berlantai tiga hancur. Padahal, di 
dalam gedung itu terdapat 63 warga Libanon yang mengungsi dari tempat 
tinggalnya. 
Banyak korban tewas saat sedang tertidur lelap."Mengapa mereka 
menyerang anak-anak kecil dan perempuan? Mereka berbuat kesalahan 
apa?" teriak Mohamed Samai, meratapi kerabatnya yang tewas dalam 
serangan itu. 
Jenazah korban dibungkus dengan lembaran plastik dan diletakkan 
berjajar di atas atap teras. Bunga-bunga ditaburkan di atas jenazah itu. Israel 
berkilah, tidak mengetahui ada warga sipil di gedung itu. 
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Serangan udara lainnya menewaskan lima warga sipil, dua di antaranya 
adalah anak-anak, di rumah mereka di desa Yaroun. Perdana Menteri 
Libanon Fouad Siniora menuntut gencatan senjata tanpa syarat dan 
penyelidikan internasional atas pembantaian tersebut. 
Penduduk di Qana meratap dalam kesedihan bercampur kemarahan, 
sementara orang-orang membongkar reruntuhan rumah dengan tangan 
kosong untuk menemukan korban-korban yang masih tertimbun. Jenazah 
seorang perempuan tergeletak di antara reruntuhan beton. Seorang petugas 
membawa jenazah seorang anak kecil. Jenazah ank kecil lainnya terbaring di 
jalan. 
Qana menjadi simbol tragedi kematian warga sipil Libanon di tangan 
militer Israel. Sedikitnya 542 orang tewas di Libanon selama konflik ini. 
Kementerian Kesehatan memperkirakan, jumlah korban tewas mencapai 750 
orang. Di pihak Israel, 51 orang tewas. (Suara Merdeka,31 Juli 2006:13)  
Israeli airstrikes hit an apartment building in Qana, killing at least 28 
civilians, of which 16 were children, with 13 more missing. The airstrike was 
widely condemned.(www.wikipedia.com) 
On 30 July 2006, Israel hit a residential building in Qana that housed 
refugees, which Israel said was near Hezbollah rocket launching sites; 28 
people died, including 16 children; the death toll initially reported was 57 
people including 34 children.[70] The deadly air strike, which followed 
reports of Israeli attacks on two clearly marked Red Cross ambulances in 
Qana one week before on 24 July and Israel's 1996 shelling, sparked angry 
denunciations in Lebanon. Prime Minister Fouad Siniora revoked U.S. 
Secretary of State Condoleezza Rice's invitation to Lebanon and said, "Out 
of respect for the souls of our innocent martyrs and the remains of our 
children buried under the rubble of Qana, we scream out to our fellow 
Lebanese and to other Arab brothers and to the whole world to stand united 
in the face of the Israeli war criminals." .(www.wikipedia.com) 
Dari perhitungan data yang terakhir dilakukan oleh Center for 
Contemporary Arab Studies  Research and Publications pada tanggal 11 
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Agustus 2006 menghasilkan data mengenai korban perang Libanon tahun 
2006 yang sangat memprihatinkan, diperkirakan korban sipil yang terjadi 
mencapai angka 2371 dan 790 diantaranya adalah anak-anak, serta korban 
yang terluka mencapai 5479 jiwa dan juga 1.300.000 juta jiwa menjadi 
pengungsi atau kehilangan tempat tinggalnya (displaced person). (www. 
Center for Contemporary Arab Studies  Research and Publications.com) 
Sedangkan data dari UNICEF yang tercatat sampai pada tanggal 8 
Agustus adalah sebagai berikut. 
"The death toll in Lebanon now stands at 1020, with more than 3500 
injured, since hostilities between Israel and Hezbollah commenced on 12 
July. Most of these casualties are civilians, an estimated 30 per cent are 
children. Nearly 900.000 Lebanese refugees, most of them women and 
children, an estimated 45 per cent are children". (www.unicef.org) 
Kemudian dari sumber lain menyebutkan bahwa korban jiwa dari 
penduduk sipil mencapai sekitar 1130 jiwa dan 377 adalah anak-anak, 
sedangkan korban yang terluka mencapai 3600 jiwa dan 1440 adalah anak-
anak serta orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya mencapai 
1.000.000 jiwa. (www.UK Indymedia.com) 
3.Hambatan-hambatan Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949 Mengenai 
Perlindungan Hukum Anak pada Konflik Bersenjata antara Israel dan Libanon 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan hukum anak pada 
saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Libanon yang 
terjadi di wilayah Libanon belum dapat diimplementasikan, hal ini disebabkan 
karena ada beberapa hambatan yaitu antara lain : 
a) Prinsip pembedaan atau distinction principle yang tidak secara maksimal 
dilakukan oleh para pihak peserta pada saat konflik, khususnya dilakukan 
oleh Israel. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya jumlah warga sipil yang 
menjadi korban. Dan tidak adanya pembedaan antara objek sasaran sipil 
maupun sarana dan prasarana sipil tidak dilakukan. Hal ini dilakukan oleh 
para pihak, khususnya oleh Israel yang menyerang objek-objek sipil dalam 
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wilayah Libanon secara membabi buta tanpa disertai adanya 
pertimbangan-pertimbangan bahwa di daerah tersebut juga banyak 
penduduk sipil khususnya anak-anak yang berrmukim disitu. 
b) Prisip pembatasan atau limitation principle dan prinsip keseimbangan atau 
proportionality principle tidak dilakukan oleh negara Israel. Negara Israel 
secara besar-besaran melakukan serangan terhadap wilayah Israel, seluruh 
angkatan perang, baik darat, laut ataupun udara dilakukan demi 
tercapainya kepentingan militer Israel. Hal ini berakibat pada banyaknya 
infrastruktur Libanon yang hancur dan banyaknya korban sipil di pihak 
Libanon terutama anak-anak yang secara psikis maupun fisik rentan 
terhadap serangan. 
c) Asas Kepentingan militer, asas kesatriaan dan asas kemanusiaan tidak 
dilaksanakan oleh pihak yang bertikai. Demi tercapainya tujuan masing-
masing, asas-asas ini kurang diperhatikan oleh masing-masing pihak. 
Akibatnya adalah Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan 
penduduk sipil dalam hal ini adalah perlindungan hukum pada anak 
sebagai pihak yang paling lemah dan rentan yang seharusnya mendapat 
perindungan khusus telah terabaikan. 
B.Pembahasan 
1.  Implementasi Konvensi Jenewa IV 1949 Mengenai Perlindungan Hukum 
Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan Libanon 
Perang atau sengketa bersenjata merupakan salah satu bentuk dari 
wujud kebudayaan manusia. Maka dari itu sampai sekarang, perang masih 
sering terjadi di dunia ini dan keberadaan perang atau konflik bersenjata ini 
sulit dihapuskan atau dihilangkan begitu saja meskipun usaha-usaha dalam 
mencegah perang atau konflik bersenjata dan menciptakan perdamaian dunia 
sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak. 
Perang atau konflik bersenjata sendiri sudah diataur oleh berbagai 
aturan atau ketentuan hukum yang khususnya terdapat dalam Hukum 
Humaniter Internasional. Dari berbagai pendapat oleh berbagai pakar atau 
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ahli di bidang hukum humaniter,dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum 
Humaniter Internasional adalah suatu aturan-aturan atau ketentuan hukum 
yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau 
perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata-cara dan 
metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik dalam 
konflik bersenjata internasional ataupun non internasional. 
Jadi ketentuan tersebut merupakan bentuk perwujudan dalam 
menjamin hak-hak kemanusiaan, dan mengatur tata cara ataupun metode 
berperang dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non 
internasional baik sebelum, sesudah ataupun selama terjadinya perang atau 
konflik bersenjata. 
Hukum Humaniter Internasional sendiri punya beberapa tujuan 
diantaranya adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan atau 
civilian (penduduk sipil) dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary 
suffering), kemudian menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental 
bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta 
berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan yang terakhir adalah 
mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. 
Ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur 
tentang perlindungan korban perang perang adalah Konvensi Jenewa 1949 
dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa terbagi menjadi empat 
konvensi, yaitu konvensi I tentang perlindungan korban perang di darat, 
konvensi II mengatur tentang perlindungan korban perang di laut dan 
konvensi III mengatur tentang perlindungan terhadap tawanan perang, dan 
yang terakhir adalah konvensi IV yang mengatur tentang perlindungan 
penduduk sipil. Di dalam konvensi IV inilah terdapat berbagai aturan yang 
mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak. 
Konflik yang terjadi antara Israel dan Libanon merupakan salah satu 
contoh dari bentuk nyata konflik bersenjata yang menimbulkan korban yang 
sangat besar. Namun yang paling disesalkan adalah banyaknya korban yang 
berasal dari kalangan sipil. Banyak penduduk sipil yang yang meninggal 
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ataupun luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat. Tidak terkecuali 
anak-anak yang menjadi korban. Menurut konvensi Jenewa IV 1949 
penduduk sipil sudah seharusnya menjadi pihak yang dilindungi, dan anak-
anak merupakan penduduk sipil yang memperoleh perlindungan dalam 
kondisi perang atau konflik bersenjata seperti apapun. 
Dalam konvensi Jenewa tahun 1949 telah ditegaskan dalam bunyi 
Pasal 1, bahwa kepada mereka para pihak yang bertikai berkewajiban untuk 
menghormati dan menjamin atas penghormatan konvensi ini dalam segala 
keadaan dan juga dalam Pasal 4 bahwa perlindungan kepada penduduk sipil , 
yaitu penduduk sipil di wilayah musuh, baik di wilayah pertikaian atau 
pertempuran maupun di wilayah pendudukan dan perlindungan tersebut 
meliputi semua penduduk sipil tanpa membedakan kewarganegaraannya, 
agama maupun politik dan diskriminasi tertentu yang dimaksudkan untuk 
meringankan penderitaan warga sipil seperti yang tercantum dalam 
Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 13.  
Konflik bersenjata antara Israel dan Libanon selama 34 hari terdapat 
banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya yang menyangkut 
perlindungan hukum anak seperti yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 
IV 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil. 
Pada tanggal 14 Juli 2006, pasukan udara Israel yang menggempur 
bandara Beirut, telah menghancurkan sarana sipil, seperti jalan-jalan, pusat 
pembangkit listik, dan jaringan komunikasi. Kemudian kawasan 
permukiman di pinggiran Beirut yang banyak dihuni muslim Syiah juga ikut 
menjadi sasaran bombardir, sebanyak tiga orang tewas dan 40 orang luka-
luka. Jumlah korban tewas seluruhnya menjadi 60 orang kemarin. Sebagian 
besar korban adalah warga sipil termasuk anak-anak. 
Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Konvensi Jenewa  IV 1949. Bisa 
dikatakan bahwa bandara beserta pesawat yang berada di dalamnya yang 
dapat digunakan untuk keperluan kemanusiaan termasuk digunakan untuk 
memindahkan para penduduk sipil termasuk anak-anak di dalamnya ke zona 
aman dapat hancur diakibatkan serangan Israel. 
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Pasal 22 Konvensi Jenewa  IV 1949 menyatakan bahwa : 
"Pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-
orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau 
untuk pengangkatan petugas dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang, 
tapi harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang pada ketinggian, 
waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa 
yang bersangkutan"  
Kemudian berkaitan dengan jaringan komunikasi yang hancur akibat 
serangan Israel, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 25 Konvensi 
Jenewa IV 1949, anak-anak yang berada dalam wilayah suatu puhak dalam 
sengketa diperbolehkan mengirimkan kabar yang benar-benar bersifat 
pribadi kepada anggota-anggota keluarganya dimanapun keluarga itu berada 
dan untuk menerima kabar dari anggota-anggota kelarganya tersebut. 
Dengan kata lain, hubungan komunikasi tidak akan dapat dilaksanakan. 
Pasal 25 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa: 
"Semua orang dalam wilayah suatu pihak dalam sengketa, atau dalam 
wilayah yang diduduki oleh suatu pihak dalam sengketa diperbolehkan 
mengirimkan kabar yang benar-banar bersifat pribadi kepada anggota-
anggota keluarga mereka, di mana pun keluarga itu berada, dan untuk 
menerima kabar dari mereka." 
Kejadian penyerangan Israel terhadap pemukiman penduduk sipil juga 
dapat dikatakan melanggar Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 14 Konvensi Jenewa 
IV 1949 tentang penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dalam 
wilayah pemukiman yang digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk 
sipil yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak. 
Pada tanggal 15 Juli, Israel menembakkan roket ke wilayah perbatasan 
Libanon dan Suriah. Serangan itu bertujuan untuk memutuskan akses darat 
Libanon ke Suriah. Sedikitnya 29 warga sipil tewas termasuk diantaranya 
adalah anak-anak dalam serangan udara yang dilakukan Israel. 
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Rudal Israel juga menghantam sebuah minibus di dekat pelabuhan 
Tyre, Libanon Selatan. Sedikitnya 17 orang tewas dalam serangan itu. 
Korban tewas itu mencakup delapan anak Libanon, polisi mengatakan enam 
orang terluka akibat serangan rudal itu. 
Minibus tersebut membawa keluarga yang mengungsi dari desa 
Marwaheen. Tujuh dari koban tersebut berasal dari sebuah keluarga. 
Serangan Israel yang mengenai sasaran sebuah minibus yang 
digunakan sebagai angkutan pengungsi telah melanggar Pasal 21 Konvensi 
Jenewa IV 1949. Sama halnya dengan rumah sakit yang diorganisir untuk 
keperluan perawatan wanita hamil, iring-iringan kendaraan atau kereta api 
rumah sakit di darat atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut yang 
menyangkut orang sipil (termasuk anak-anak), yang berbadan lemah dan 
wanita hamil tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan harus dihormati dan 
dilindungi. 
Pasal  21 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa : 
"iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau 
kapal-kapal yang khusus disediakan di laut, yang mengangkut orang sipil 
yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil, harus dihormati 
dan dilindungi dengan cara yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 18. Dengan persetujuan negara yang bersangkutan 
iring-iringan kendaraan, kereta api dan kapal-kapal di atas harus ditandai 
dengan lambang pengenal sebagaimana diatur dalam pasal 38 dari Konvensi 
Jenewa I" 
Kemudian serangan yang ditujukan ke perbatasan Israel dan Libanon 
yang bertujuan untuk memutuskan akses darat dari Libanon ke Suriah, hal 
ini bertentangan dengan Pasal 17 Konvensi Jenewa 1949. Dalam hal suatu 
daerah diserang atau terkepung, para pihak dalam sengketa harus berusaha 
untuk mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan anak-
anak dan wanita hamil dari daerah tersebut untuk menyelamatkan mereka 
dari akibat-akibat perang. 
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Pasal 17 Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa : 
"pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha untuk mengadakan 
persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang 
lemah dan orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah yang diserang 
atau terkepung serta memberikan jalan kepada petugas agama mana pun 
juga, para pegawai dan perlengkapan kesehatan dalam perjalanan mereka ke 
daerah-daerah tersebut" 
Pada tanggal 18 Juli 2006 serangan udara Israel menewaskan 
sedikitnya 26 warga Libanon. Sembilan orang dalam satu keluarga tewas 
dan empat lainnya terluka akibat serangan udara Israel di rumah mereka 
mereka di desa Aitaroun. Dalam serangan terpisah di Libanon selatan empat 
orang juga menemui ajal. 
Kejadian penyerangan Israel terhadap pemukiman penduduk sipil juga 
dapat dikatakan melanggar Pasal 1, 2 dan 14 Konvensi Jenewa IV 1949 
tentang penghormatan dan perlindungan penduduk sipil dalam wilayah 
pemukiman yang digunakan sebagai tempat perlindungan penduduk sipil 
yang termasuk di dalamnya adalah anak-anak. 
Sebuah truk bermuatan bantuan medis dari Uni Emirat Arab dihantam 
rudal Israel di jalan Beirut Damaskus. Serangan Israel yang mengenai truk 
bantuan medis dari Uni Emirat Arab yang diperuntukkan untuk membantu 
para korban penduduk sipil termasuk anak-anak telah melanggar Pasal 23 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Untuk memenuhi kebutuhan orang sipil, 
termasuk anak-anak berkenaan dengan barang-barang dan persediaan-
persediaan pengobatan dan rumah sakit dan benda-benda yang diperlukan 
untuk ibadah keagamaan dan semua kiriman berupa bahan makanan pokok, 
pakaian dan obat-obatan penguat badan yang diperuntukkan anak-anak di 
bawah lima belas tahun. Pihak peserta Agung harus mengizinkan lalu lintas 
pengangkutan barang-barang tersebut secara bebas. Hal ini dimaksudkan 
agar kebutuhan orang sipil (termasuk anak-anak-anak), anak-anak di bawah 
lima belas tahun terhadap barang-barang tersebut terpenuhi. 
Pasal 23 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 menyatakan bahwa : 
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"Setiap Pihak Peserta Agung harus mengizinkan lalu lintas bebas 
daripada semua kiriman barang-barang dan persediaan-persediaan 
pengobatan dan rumah sakit dan benda-benda yang diperlukan untuk ibadah 
keagamaan yang dimaksudkan hanya bagi orang-orang sipil dari Pihak 
Peserta Agung lainnya, walaupun Pihak Peserta Agung itu adalah musuhnya. 
Pihak Peserta Agung itu juga harus mengizinkan lalu lintas bebas daripada 
semua kiriman berupa bahan makanan pokok, pakaian dan obat-obatan 
penguat badan yang diperuntukkan anak-anak di bawah lima belas tahun, 
wanita hamil dan wanita baru melahirkan. 
Kewajiban suatu Pihak Peserta Agung penandatanganan untuk 
memperkenankan lalu lintas daripada kiriman-kiriman yang dimaksudkan 
dalam paragraf yang terdahulu, tergantung pada syarat-syarat bahwa pihak 
itu yakin bahwa tidak ada alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk 
menguatirkan : 
a. Bahwa kiriman-kiriman itu mungkin dibelokkan dari tempat tujuannya, 
b. Bahwa pengawasan mungkin tidak efektif, atau 
c. Bahwa usaha-usaha militer atau perekonomian musuh memperoleh suatu 
keuntungan yang pasti dengan menukarkan kiriman-kiriman tersebut di 
atas dengan barang-barang yang sebetulnya harus diperoleh atau 
diprodusir oleh musuh sendiri, atau karena dibebaskannya bahan-bahan 
jasa-jasa atau fasilitas-fasilitas yang biasanya diperlukan untuk produksi 
barang-barang itu. 
Negara yang mengizinkan lewatnya kiriman-kiriman itu dimaksudkan 
dalam paragraf pertama dari pasal ini, boleh menetapkan sebagai syarat bagi 
izin tersebut bahwa pembagian barang-barang kiriman itu kepada orang-
orang yang berhak, dilakukan di bawah pengawasan setempat negara 
Pelindung. 
Kiriman itu harus diteruskan secepat mungkin, dan negara yang 
mengizinkan perjalanan bebas daripada kiriman-kiriman itu, berhak 
 cix 
menetapkan ketentuan-ketebtuan teknis yang harus dipenuhi lalu lintas 
kiriman-kiriman itu."  
 Pada tanggal 18 Juli, Roket Hizbullah telah mengenai sebuah rumah 
sakit di Safed di sebelah utara Galilee dan menewaskan delapan orang. 
(www.free encyclopedia.com) 
Para pihak dalam sengketa bersenjata senantiasa dalam keadaan 
bagaimanapun tidak boleh menjadikan rumah sakit sipil yang diorganisir 
untuk memberikan perawatan untuk dijadikan sasaran serangan. Hal ini 
dimaksudkan agar perawatan tetap dapat dilakukan dalam keadaan apapun, 
termasuk sengketa bersenjata. Berkenaan dengan perlindungan terhadap 
rumah sakit yang diorganisir, Pasal 18 Konvensi Jenewa IV menentukan 
bahwa  
"rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberikan perawatan 
kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan 
bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi harus selalu 
dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa" 
Pada tanggal 23 Juli 2006, untuk pertama kali sejak agresi 12 Juli lalu, 
Israel menyerang ke kota pelabuhan Sidon di Libanon Selatan kemarin. 
Serangan itu telah merusak tempat ibadah dan melukai empat warga sipil. 
Lebih dari 35.000 orang telah mengungsi dari Sidon ke Libanon 
Selatan sejak erang terbuka pecah. Serangan ke minibus yang membawa 
pengungsi dari desa Tairi menuju kota Tyre. Aparat keamanan Libanon 
menjelaskan, minibus yang menyangkut satu keluarga pengungsi itu 
dihantam rudal saat melewati jalan di dekat desa Yaatar. Tiga orang tewas 
dan 13 lainnya terluka. 
Serangan ini juga telah melanggar Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, dan 38 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan 
bahwa para pihak harus menghormati dan menjamin perlindungan terhadap 
penduduk sipil, khususunya anak-anak baik dalam pemukiman wilayah 
pendudukan, ataupun dalam pengungsian tetap harus dijaga. 
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Pada tanggal 20 Juli, sedikitnya 12 warga Libanon, termasuk anak-
anak, tewas dan 30 lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel yang 
membabi buta. Gempuran-gempuran rudal Israel itu menghancurkan 
beberapa rumah di Desa Srifa, Libanon Selatan. 
Lebih dari 300 warga Libanon, kebanyakan dari mereka adalah warga 
sipil, tewas sejak gempuran membabi buta Israel di Libanon Selatan. 
Sementara itu, ribuan warga sipil Libanon mengungsi ke utara karena 
khawatir Israel akan menginvasi dan memperluas gempuran ke permukiman 
penduduk. Bombardir selama 11 hari itu telah menewaskan 345 orang, 
sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk anak-anak. 
Serangan yang dilakukan pasukan Israel telah melanggar pasal 1, 2 dan 
14 dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949.   
Egeland mengatakan sekitar 500.000 sampai 1.000.000 orang di 
Libanon membutuhkan bantuan internasional. Namun penyaluran bantuan ke 
sana membutuhkan jalur yang aman. "Sejauh ini Israel tidak memberikan 
akses yang aman ke Libanon" katanya. 
Gempuran Israel ke Libanon selatan telah menewaskan sedikitnya 375 
orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil termasuk anak-anak. 
Sedangkan serangan Hizbullah sejauh ini telah menewaskan 37 warga Israel. 
Jan Egeland mengatakan PBB berencana untuk mengirimkan bantuan 
kemanusiaan menggunakan armada truk dan kapal ke Beirut dan kota Tyre, 
Libanon Selatan. " Kami terutama sangat mengkhawatirkan daerah Beirut 
dan wilayah Libanon Selatan. Ada korban luka-luka yang tidak mendapat 
pengobatan, dan mendapat air minum serta puluhan ribu orang terperangkap 
dalam zona perang" Pesawat-pesawat tempur Israel secara membabi buta 
menyerang sebuah minibus yang membawa para pengungsi di Libanon 
Selatan Minggu kemarin. Tiga orang tewas akibat serangan udara tersebut. 
Untuk pertama kali sejak agresi 12 Juli lalu, Israel menyerang ke kota 
pelabuhan Sidon di Libanon Selatan kemarin.Serangan itu telah merusak 
tempat ibadah dan melukai empat warga sipil. 
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Lebih dari 35.000 orang telah mengungsi dari Sidon ke Libanon 
Selatan utara sejak perang terbuka pecah. Serangan ke minibus yang 
membawa pengungsi dari desa Tairi menuju kota Tyre. Aparat keamanan 
Libanon menjelaskan, minibus itu dihantam rudal saat melewati jalan di 
dekat desa Yaatar.Tiga orang tewas dan 13 lainnya terluka. 
Televisi Libanon melaporkan sedikitnya empat orang tewas akibat 
serangan udara di wilayah Selatan. Selain itu, 45 orang terluka setelah 
pesawat-pesawat tempur Israel menyerang desa-desa sekitar Tyre.  
Sejauh ini gempuran Israel telah menewaskan sedikitnya 375 orang, 
sebagian besar korban adalah warga sipil termasuk wanita dan anak-anak. 
Korban tewas di pihak Israel mencapai 36 orang ( 19 di antaranya adalah 
serdadu) 
Pada tanggal 15 Juli, beberapa warga asing telah menjadi korban dari 
serangan Israel di Aitaroun, Libanon Utara, yang diantaranya adalah tujuh 
warga Kanada termasuk diantaranya adalah empat anak-anak terbunuh dan 
enam lainnya menderita luka-luka sedangkan delapan anggota keluarga 
lainnya meninggal kemudian karena luka yang diderita. 
Sebuah keluarga yang terdiri dari empat warga Brasil termasuk dua 
anak terbunuh dalam serangan bom di Srifa kemudian seorang anak 
berkewarganegaraan Brasil juga tewas dalam serangan Israel di Tallousa. 
Pada tanggal 24 Juli 2006, Pasukan Israel telah telah mencapai pinggiran 
Bint Jbeil yang berada di sebelah utara desa Maroun ar-ras. Desa itu telah 
menjadi medan tempur dalam beberapa hari terakhir. Pesawat-pesawat 
tempur Israel juga melancarkan serangan ke Libanon Selatan. Sedikitnya 
tiga orang tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara itu. Bom-bom 
juga dijatuhkan di sebuah perkampungan Syiah di Beirut. Di dalam 
perkampungan tersebut berbagai macam sarana sipil termasuk rumah sakit 
dan sekolah-sekolah yang sekarang hancur akibat serangan udara Israel. 
Serangan ini juga telah melanggar pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, dan 38  
dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949.  Seharusnya rombongan pengungsi, 
baik menggunakan media darat, laut, ataupun udara tetap dihormati dan 
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diberi perlindungan , mengingat ada penduduk sipil yang ada di dalamnya. 
Kemudian berbagai sarana sipil, termasuk rumah sakit, rumah ibadah dan 
sekolah-sekolah harus dibedakan dengan sasaran objek militer mengingat 
rumah sakit diperlukan bagi anak-anak dan penduduk sipil lain untuk 
memberikan perawatan dan rumah sakit serta rumah ibadah digunakan 
dalam memberikan pendidikan, serta agar pelaksanaan ibadah mereka tetap 
berjalan dan dihormati. 
Dalam Pasal 38 Konvensi Jenewa IV 1949 menyatakan bahwa  
"Dengan perkecualian tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh 
Konvensi ini, terutama oleh Pasal 27 dan Pasal 41, maka keadaan orang-
orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-
ketentuan mengenai orang-orang asing di waktu damai. Bagaimanapun juga 
hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka : 
(1) Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan 
perorangan atau kolektif, yang mungkin dikirim kepada mereka. 
(2)  Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan 
memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang 
sama dengan warga negara bersangkutan. 
(3) Mereka diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan 
rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka. 
(4)  Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya 
peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkirkan 
dari daerah itu seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan. 
(5)  Anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari 
anak-anak di bawah tujuh tahun akan memeperoleh manfaat dari tiap 
perlakuan istimewa, seperti juga warga negara-negara yang 
bersangkutan.   
Pada tanggal 29 Juli 2006, Israel menolak permintaan gencatan senjata 
sementara yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk 
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menolong warga sipil yang terperangkap daam zona perang. Padahal 
gempuran militer Israel telah menewaskan ratusan orang dan merusak 
infrastruktur sipil Libanon. Bantuan kemanusiaan dan suplai bahan makanan 
ke zona perang pun terganggu. Badan-badan Israel juga tidak mau 
menyediakan jalur aman bagi warga sipil di Libanon Selatan. Tujuan 
diadakannya gencatan senjata adalah agar para pekerjakemanusiaan dapat 
mengirimkan bantuan dan mengevakuasi orang lanjut usia, anak-anak dan 
korban yang luka-luka. 
Serangan ini juga telah melanggar Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, dan 38 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Tindakan Israel dalam mempersulit 
penyaluran bantuan dan pemindahan anak-anak ke dalam zona aman tentu 
saja membuktikan tidak adanya penghormatan pada konvensi Jenewa IV 
tahun 1949. 
Pada tanggal 30 Juli 2006, Agresi Militer Israel di Libanon Selatan 
makin tak terkendali. Sebuah gedung penampungan pengungsi di desa Kafr 
Qana di dekat perbatasan menjadi sasaran serangan udara Minggu dini hari 
sebanyak 54 warga sipil tewas, termasuk di antaranya 37 anak-anak saat 
sedang terlelap dalam tidur. 
Polisi menuturkan Qana di bom pada pukul 01.30 dini hari waktu 
setempat (05.30 WIB). Sebuah bangunan berlantai tiga hancur. Padahal di 
dalam gedung tersebut terdapat 63 warga Libanon yang sedang mengungsi 
dari tempat tinggalnya. 
Serangan udara lainnya menewaskan lima warga sipil, dua diantaranya 
adalah anak-anak, di rumah mereka di desa Yaroun. Perdana Menteri 
Libanon Fouad Siniora menuntut gencatan senjata tanpa syarat dan 
penyelidikan internasional atas pembantaian tersebut. 
Serangan ini juga telah melanggar Pasal 1, 2, 14, 16, 17 dan 24 dari 
konvensi Jenewa IV tahun 1949. Dalam serangan ini jelas sekali terlihat 
bahwa serangan Isarel memang dilakukan tanpa pertimbangan apakah 
sasaran yang diserang merupakan sasaran objek militer atau objek sipil. 
Dalam peristiwa ini tempat penampungan pengungsi yang digunakan 
 cxiv 
penduduk sipil dan di dalamnya banyak terdapat anak-anak, telah terkena 
serangan militer dari Israel. Akibatnya tentu saja hilangnya nyawa dari anak-
anak tersebut yang seharusnya mendapat perlindungan secara khusus dari 
para pihak yang bertikai. 
Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, anak-anak dapat 
dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mengambil bagian dalam 
permusuhan. Anak-anak mendapatkan perindungan berkenaan dengan 
penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek keagamaan 
(Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Terhadap mereka tidak boleh 
dilakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 
34 Konvensi Jenewa IV 1949 yang antara lain melakukan pemaksaan 
jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan, melakukan tindakan 
yang menimbulkan penderitaan jasmani, menjatuhkan hukuman kolektif, 
melakukan tindakan intimidasi, terorisme dan perampokan, melakukan 
tindakan pembalasan, menjadikan mereka sebagai sandera, melakukan 
tindakan yang menimbukan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap 
orang yang dilindungi. 
Di dalam Konvensi Jenewa 1949, anak-anak dapat dikategorikan 
sebagai makhluk yang terutama sekali mudah diserang. Anak-anak 
mendapatkan perlindungan bilamana terjadi sengketa bersenjata. 
Perlindungan terhadap anak-anak yang diatur dalam hukum internasional 
mengenai sengketa bersenjata, khususnya konvensi Jenewa dan Protokol 
Tambahan 1977 yang meliputi perlakuan terhadap bayi yang baru lahir yang 
mendapat kedudukan sebagai yang sakit, hak-hak anak untuk pemeliharaan 
dan bantuan, penempatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam daerah-
daerah dan zona keselamatan (safety zone) dan rumah sakit, penyatuan 
kembali keluarga tercerai berai oleh sengketa bersenjata internasional atau 
internal, pemindahan sementara anak-anak berdasarkan alasan keselamatan 
mereka, khususnya dari kepungan atau daerah kepungan, larangan dalam 
kasus pendudukan, memaksa orang-orang yang dilindungi di bawah usia 18 
tahun untuk bekerja, perlindungan lingkungan budaya anak dan 
pendidikannya, perlindungan hak anak-anak yang dituduh, ditahan, atau 
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diasingkan, larangan penerapan hukuman mati kepada anak-anak di bawah 
usia 18 tahun pada waktu pelanggaran itu dilakukan, perlindungan terhadap 
keluarga dan tidak diganggu gugat status dari anak, larangan perekrutan 
anak-anak di bawah 15 tahun dalam angkatan bersenjata, dan perlindungan 
yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. 
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam konflik Israel dan 
Libanon masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak mencerminkan 
dipatuhinya Konvensi Jenewa IV  tahun 1949 mengenai perlindungan 
penduduk sipil, khususnya perlindungan terhadap anak. Hal ini ditunjukkan 
antara lain pelanggaran yang dilakukan oleh Israel yang dengan sengaja 
menghancurkan sarana-sarana sipil yang digunakan penduduk sipil terutama 
anak-anak untuk menjauhkan diri dari zona perang dan digunakan sebagai 
tempat perlindungan dari akibat-akibat perang. Kemudian Israel juga 
melakukan blokade darat, laut dan udara yang mengakibatkan terhambatnya 
proses penyaluran bantuan-bantuan medis, bahan makanan, ataupun alat-alat 
lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Blokade ini 
juga mengakibatkan anak-anak tidak dapat dipindahkan dari zona perang ke 
zona aman. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak 
menyebabkan tidak dapat dihindarinya korban anak. Dilihat dari jumlah 
korban anak yang timbul akibat perang bisa disimpulkan bahwa anak-anak 
yang seharusnya mendapat perlindungan ternyata tidak mendapat perlakuan 
sebagaimana mestinya seperti yang diatur oleh Konvensi Jenewa IV.  
2. Hambatan-hambatan Implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 
Mengenai Perlindungan Anak pada saat Konflik Israel dan Libanon 
a. Prinsip Pembedaan / Distinction Principle 
Hambatan yang timbul dalam pelaksanan dan implementasi Konvensi 
Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak pada saat terjadi konflik 
antra Israel dan Libanon antara lain, prinsip pembedaan atau distinction 
principle kurang diperhatikan. 
Prinsip pembedaan atau distinction principle merupakan salah satu 
asas penting dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan 
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merupakan asas yang membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang 
terlibat konflik bersenjata menjadi dua golongan, yaitu kombatan 
(combatant) dan penduduk sipil (civilian).  
Prinsip pembedaan ada karena bertujuan untuk membedakan mereka 
yang boleh terlibat secara aktif dalam pertempuran. Hal ini untuk 
membedakan siapa saja yang nantinya boleh dijadikan objek sasaran dalam 
pertempuran, sehingga mereka yang seharusnya dilindungi tidak mendapat 
penderitaan yang tidak perlu dari akibat perang. 
Prinsip pembedaan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bertikai 
dengan,pertama, pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus 
membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan 
penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, kedua, penduduk sipil demikian pula 
orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan 
walaupun dalam hal reprisal (pembalasan), ketiga, tindakan maupun 
ancaman kekerasan dengan tujuan utamanya untuk menyebarkan terror 
terhadap penduduk sipil adalah dilarang, keempat, pihak-pihak yang 
bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang 
memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk 
menekankan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil 
mungkin, kelima, hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak 
menyerang dan menahan musuh.  
Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Libanon selama 34 
hari ini, khususnya pasukan Israel telah menimbulkan banyak korban jiwa di 
kalangan sipil yang diantaranya termasuk anak-anak yang seharusnya 
mendapat perlindungan khusus. Banyak infrastruktur Libanon yang hancur 
akibat serangan Israel yang membabi buta, dan Israel juga terkesan tidak 
peduli akan banyaknya korban yang jatuh terutama anak-anak. Hal ini 
terlihat dengan pasukan Israel yang menghancurkan sarana-sarana sipil, dan 
alat-alat yang digunakan untuk mengevakuasi penduduk sipil kemudian 
pasukan udara Israel yang menghancurkan perkampungan dan pemukiman 
yang digunakan penduduk sipil untuk berlindung. 
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b. Prinsip pembatasan dan prinsip keseimbangan  
Hambatan yang kedua adalah tidak diperhatikannya prinsip 
pembatasan atau limitation principle dan prinsip keseimbangan atau 
proportionality principle. Prinsip pembatasan atau limitation principle 
sendiri bertujuan untuk membatasi terjadinya konflik bersenjata menjadi 
perang yang berlebihan atau membabi buta sehingga nantinya akan 
menimbulkan akibat perang yang terlalu besar dan penderitaan yang tidak 
perlu (unnecessary suffering)  
Prinsip pembatasan dan prinsip keseimbangan sepertinya juga tidak 
diperhatikan oleh para pihak, khususnya oleh Israel. Hal ini ditunjukkan 
dengan pengerahan kekuatan bersenjata Israel secara besar-besaran yang 
meliputi kekuatan militer angkatan udara, laut dan udara, mengingat lawan 
yang dihadapi hanyaah kelompok pejuanh Hizbulah yang jumlahnya tidak 
seberapa dan hanya bersenjatakan roket darat. Tentu saja kekuatan militer 
Israel tidak dapat dibandingkan dengan senjata Hizbulah dan akibatnya 
terlihat jelas, dengan hancurnya berbagai gedung, permukiman dan sarana 
sipil oleh serangan Israel yang ditujukan kepada beberapa orang anggota 
Hizbullah. 
Hambatan yang terakhir adalah tidak dipatuhinya asas kepentingan 
milter, asas perkemanusiaan dan asas kesatriaan. 
c. Asas Kepentingan Militer 
Asas kepentingan militer adalah asas yang memperbolehkan 
penggunaan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan 
dan keberhasilan perang.  
Tidak dipatuhinya asas kepentingan militer oleh pihak yang 
bersengketa ditunjukkan dengan para pihak yang menggunakan segala cara 
militeran dalam menundukkan lawan, tetapi tidak disertai dengan 
perhitungan bahwa cara militer yang digunakan tersebut ternyata lebih 
menghasilkan banyak korban sipil termasuk anak-anak yang seharusnya 
dilindungi dan juga banyaknya sarana sipil serta bangunan-bangunan 
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pengungsi yang hancur akibat serangan militer dari kedua belah pihak. 
Ketidakpatuhan pihak Israel akan asas ini dapat ditunjukkan dari pihak Israel 
yang dengan sengaja mengerahkan seluruh kekuatan mliternya untuk 
mencapa tujuan militernya, sehingga menimbukan akibat perang yang sangat 
besar, terutama korban penduduk sipil khususnya anak-anak.      
d. Asas Kemanusiaan 
Berdasarkan asas kemanusiaan, para pihak yang bersengketa 
diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan dimana mereka dilarang 
untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang 
berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. 
Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan Cluster bomb oleh pihak Israel 
dan penggunaanya digunakan secara besar-besaran dalam membombardir 
kawasan Libanon. Dalam masyarakat internasional, bom cluster 
dikategorikan sebagai senjata yang mempunyai dampak yang cukup luas, hal 
ini dikarenakan apabila bom cluster sudah meledak maka pecahan bom 
tersebut dapat melukai orang yang disekitarnya dalam radius yang cukup 
jauh. 
e. Asas Kesatriaan 
Asas kesatriaan mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran 
harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai 
macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. 
Pihak Hizbulah dapat dikatakan melanggar asas kesatriaan karena 
menggunakan bangunan-bangunan sipil sebagai tempat persembunyian 
sekaligus sebagai tempat penyerangan secara gerilya sehingg menyebabkan 
banyak pihak sipil khususnya anak-anak secara tidak langsung menjadi 
human shield bagi pihak Hizbullah. Kemudian dari pihak Hizbullah juga 
ditunjukkan dengan berperang tetapi membaur dengan masyarakat dan 
menggunakan atribut sipil. 
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Dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa pihak-
pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menghormati dan menjamin 
penghormatan atas konvensi dalam segala keadaan. Kemudian dalam 
Protokol Tambahan I Pasal 80 juga menegaskan bahwa para pihak-pihak 
yang bersengketa harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk 
melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di bawah konvensi dan protokol 
ini serta para pihak yang bersengketa harus memberikan perintah atau 
instruksi untuk menjamin ditaatinya Konvensi dan Protokol ini dan 
mengawasi pelaksanaannya. 
Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Jenewa maupun 
Protokol Tambahannya hanya sebatas memberikan kerangka hukum yang 
umum saja. Maka dari itu para penandatangan konvensi berkewajiban untuk 
mempunyai aturan hukum tersendiri dalam perundang-undangan 
nasionalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana yang 
berlaku adalah hukum nasional, sedangkan hukum internasional hanya 
menetapkan beberapa jaminan sosial saja. 
Pada hakikatnya seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang 
melanggar Hukum Humaniter dapat diadili oleh negara tempat orang 
tersebut berada, namun disisi lain negara tersebut juga dapat menyerahkan 
kepada pengadilan negara lain yang lebih berkepentingan dalam mengadili 
pelanggaran tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Konvensi Jenewa I, 
Pasal 84 Konvensi Jenewa III, Pasal 66 Konvensi Jenewa IV dan 
ProtokolTambahan I Pasal 75 (4).   
Kategori pelanggaran berat mencakup perbuatan sebagai berikut.  
(Fadillah Agus, 1997 : 18)  
 Sesuai Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV 
a. Pembunuhan disengaja; 
b. Penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan 
biologis; 
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c. Menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas 
badan atau kesehatan. 
   Sesuai Konvensi Jenewa I, II, dan III 
d. Pengrusakan dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak 
dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan secara luas, 
dengan melawan hukum dan dengan sewenang-wenang. 
Sesuai konvensi Jenewa III dan IV 
e. Memaksa seorang tawanan perang atau orang yang dilindungi oleh 
Konvensi Jenewa untuk berdinas dalam ketentaraan negara musuh.  
f. Merampas dengan sengaja hak-hak tawan perang atau orang yang 
dilindungi oleh Konvensi Jenewa atas peradilan yang adil and wajar 
yang ditentukan dalam konvensi ini. 
Sesuai Konvensi Jenewa IV 
g. Deportasi dan pemindahan yang tidak sah; 
h. Penahanan yang tidak sah; 
i. Penyanderaan. 
Sesuai Protokol Tambahan I 
j. Setiap perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan atau integritas 
fisik maupun mental; 
k. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian atau 
luka berat atas badan atau atas kesehatan, sebagai berikut : 
l. Serangan terhadap masyarakat sipil; 
m. Serangan yang membabi  buta yang merugikan masyarakat sipil atau 
obyek sipil; 
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n. Serangan yang diarahkan pada instalasi yang berisi kekuatan yang 
berbahaya; 
o. Serangan yang diarahkan pada perkampungan yang tidak dipertahankan 
dan daerah diluar operasi militer; 
p. Serangan terhadap orang yang tidak ikut lagi dalam pertempuran; 
q. Penyalahgunaan tanda pelindung. 
r. Dengan sengaja melakukan perbuatan sebagai berikut. 
1) Pemindahan sebagian dari masyarakat sipil oleh pihak yang 
menduduki ke dalam wilayah yang sedang diduduki, serta 
dideportasi atau pemindahan sebagian wilayah atau seluruh 
masyarakat sipil yang diduduki; 
2) Keterlambatan dalam repatriasi tawanan perang atau orang sipil; 
3) Tindakan yang merendahkan martabat manusia dan diskriminasi 
berdasarkan perbedaan ras; 
4) Serangan terhadap monumen sejarah, benda budaya dan tempat 
ibadah; 
5) Tidak menghormati hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum 
Jenewa untuk menerima pengadilan yang adil dan wajar. 
s. Pelanggaran juga dapat timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban yang 
diberikan oleh hukum Jenewa; 
Kategori pelanggaran yang tidak berat mencakup perbuatan sebagai 
berikut (Fadillah Agus, 1997 : 20) : 
a) Setiap perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat, 
namun bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dalam 
ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang 
diterapkan dalam pertikaian bersenjata; 
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b) Setiap pelanggaran yang tidak dinyatakan sebagai pelanggaran berat, 
namun yang disebabkan karena ketidakterpenuhinya kewajiban untuk 
bertindak sesuai Hukum Humaniter Internasional. 
Apabila dilihat dari jenis pelanggaran yang terjadi, maka dari para 
pihak yang terlibat konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai 
pelanggaran berat. Hal ini sesuai dengan tidak diperhatikannya prinsip 
pembedaan, prinsip keseimbangan, prinsip pembatasan, asas kemanusiaan, 
asas kepentingan militer dan asas kesatriaan. Karena dengan tidak 
dipatuhinya ketiga prinsip dan asas tersebut telah mengakibatkan banyaknya 
korban yang meninggal serta terjadinya penderitaan yang tidak perlu bagi 
para korban. 
Penegakan Hukum Humaniter Internasional sulit untuk diterapkan  
antara lain karena 
a) Hukum Humaniter diterapkan dalam kondisi yang sangat sulit, ketika 
stabilitas dan keamanan nasional suatu negara terancam 
b) Bersifat sangat kompleks 
c) Tidak bersifat operasional atau tidak dapat diterapkan secara 
langsung 
Dalam kasus konflik bersenjata antara Israel dan Libanon, penegakan 
Hukum Humaniter tidak dapat diterapkan karena situasi negara Libanon 
pada saat itu sedang mengalami blokade darat, laut dan udara sehingga 
stabilitas keamanan dari negara Libanon sedang tidak stabil atau berada 
dalam situsai yang terancam. Kemudian permasalahan yang memicu konflik 
bersenjata pun sangat kompleks. Pihak Israel menyatakan bahwa 
serangannya hanya semata-mata untuk memojokkan pihak Hizbullah agar 
mengembalikan tentara Israel yang diculik sedangkan pihak Hizbullah 
menyatakan bahwa serangan mereka hanya ditujukan kepada tentara Israel 
agar Israel segera meninggalkan wilayah yang mereka duduki secara paksa. 
Hukum Humaniter tidak dapat diterapkan dalam konflik bersenjata Libanon 
karena Hukum Humaniter bukanlah hukum yang bersifat operasional, jadi 
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Hukum Humaniter hanya sebagai pedoman. Selebihnya yang berperan 
dalam Penegakan Hukum Humaniter adalah Hukum Nasional masing-
masing negara yang bersengketa.Masing-masing pihak menyatakan bahwa 
bahwa serangan mereka adalah sesuai dengan aturan internasional yang 
berlaku, yaitu hanya menyerang sasaran militer jadi mereka menganggap 
bahwa tidak terjadi pelanggaran kemanusiaan. 
 Hal inilah yang menyebabkan kenapa penegakan Hukum Humaniter 
tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Menurut Pasal 49 Konvensi 
Jenewa 1949 menyatakan sebagai berikut. 
“ Negara yang telah meratifikasi wajib membuat Undang-Undang Nasional 
yang memberikan sanksi efektif kepada orang yang melakukan atau 
memerintahkan pelanggaran berat terhadap konvensi.” 
Pada kenyataannya, masing-masing pihak yang bersengketa yaitu 
Israel dan Libanon belum meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949, jadi 
sangat wajar apabila masing-masing negara tersebut tidak dapat melakukan 
penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nasional mereka.  
Jadi dapat dikatakan bahwa Penegakan Hukum Humaniter 
Internasional dilaksanakan berdasarkan proses peradilan nasional dan 
Undang-Undang nasional.  Apabila mekanisme tidak dapat ditempuh dengan 
baik, maka kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Intnasional dapat 
diserahkan kepada mekanisme internasional, yaitu pengadilan Ad Hoc atau 
pengadilan permanen. 
Dalam hal ini, negara-negara internasional ataupun lembaga-lembaga 
internasional juga dapat mendesak pemerintahan resmi dari para pihak yang 
bersengketa untuk menyelidiki apakah terjadi pelanggaran kemanusiaan 














A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut. 
1.  Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 
yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil khususnya adalah 
perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional 
antara Israel dan Libanon yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh 
para pihak yang bertikai belum sepenuhnya diimplementasikan oleh para 
pihak. Namun kenyataannya, berbagai pasal yang secara jelas mengatur 
perlindungan anak masih banyak dilanggar (Pasal 1, 2, 14, 17, 21, 22, 25, 26, 
27, 38 dan 50 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Konvensi Jenewa IV tahun 
1949 hanya mengatur tentang aturan-aturan dasar tentang perlindungan 
penduduk sipil pada waktu perang jadi tidak bisa bersifat operasional atau 
diterapkan secara langsung, ketika terjadi sebuah pelanggaran yang berperan 
sebagai penegakan hukum adalah hukum nasional dari masing-masing pihak. 
Para pihak bukanlah negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. 
Ketika masing-masing pihak menganggap bahwa tidak terjadi pelanggaran 
kemanusiaan, maka Konvensi Jenewa akan sulit untuk mengaturnya.  
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2.  Hambatan atau Kendala yang Timbul dalam implementasi Konvensi Jenewa 
IV tahun 1949 adalah : 
a. Prinsip pembedaan atau distinction principle yang tidak secara maksimal 
dilakukan oleh para pihak peserta yang sedang terjadi konflik. Hal ini 
dapat dilihat dengan besarnya jumlah korban penduduk sipil daripada 
jumlah para kombatan dari masing-masing pihak yang bersengketa. 
b. Prinsip pembatasan atau limitation principle dan prinsip keseimbangan 
atau proportionality principle kurang diperhatikan oleh para pihak. 
Penggunaan kekuatan militer oleh Israel secara besar-besaran 
mengakibatkan ketimpangan dalam hal kekuatan tempur dari para pihak 
sehingga menimbulkan perang yang berat sebelah dan akibatnya adalah 
penggunaan senjata yang berlebihan dan mengaikibatkan penderitaan yang 
tidak perlu. 
c. Asas kepentingan militer, asas kesatriaan dan asas kemanusiaan tidak 
dilaksanakan secara seimbang oleh pihak yang bertikai.Ketiga asas 
tersebut secara jelas tidak dipatuhi oleh para pihak, hal ini ditunjukkan 
dengan pelanggaran asas kepentingan militer yang dilakukan oleh pihak 
Israel dengan pengerahan seluruh pasukan tempurnya dalam 
membombardir kawasan Libanon, kemudian pelanggaran asas kesatriaan 
ditunjukkan oleh pihak Hizbullah yang menyamarkan diri dalam 
masyarakat sehingga korban anak-anak (civillian) tidak dapat dihindari, 
yang terakhir adalah pelanggaran asas kemanusiaan oleh pihak Israel yang 
ditunjukkan dengan penggunaan Cluster Bomb dalam melumpuhkan 
lawannya yang juga melukai anak-anak(civillian) 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dimuka, disarankan : 
1. Para pihak yang terlibat dalam pertikaian, dalam hal ini hádala Israel dan 
Libanon seharusnya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam 
Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yaitu dengan cara membuat aturan 
pelaksanaan tata cara dan metode berperang sendiri yang disertai dengan 
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aturan dan sanksi bagi para pelanggarnya yang tentu saja aturan tersebut 
harus memakai Konvensi Jenewa IV tahun 1949 sebagai sumbernya. 
2. Perlu adanya sosialisasi oleh berbagai organisasi sosial mengenai Hukum 
Humaniter Internasional secara menyeluruh sehingga prinsip-prinsip dan 
asas-asas yang terdapat di dalamnya pun dapat dijalankan. 
3. Dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, sesuai dengan hasil 
penelitian dan pembahasan yang telah  dilakukan maka pihak-pihak yang 
bersengketa dalam konflik bersenjata internasional antara Israel dan 
Libanon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran berat. Dan Negara dan 
Lembaga  internasional dapat menekan kepada pemerintahan pihak-pihak 
yang bersengketa untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi 
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